SALINAN

'BUPATI KARANGANYAR"
PROVINSI JAWA TENGAH

PERAWRAN BUPATI KARANGANY AR
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTAN G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 94'

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/ PEKERJAAN

Menimbang

‘Menginga"c o

BAGI PERANGKAT DAERAH

| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| BUPA’I‘I KARANGANYAR,

‘bahwa guna ketertiban pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan di

- lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka perlu

dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Keglatan /Pekcr_]aan bagl Perangkat Daerah

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang
Pembentukan - Daerah- daerah Kabupaten  dalam
' ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah B

2. Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang
© Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
_ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indoriesia Nomor 5587), sebagaimana
- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran‘ :

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ‘ -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

' Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah- (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); ' ‘

5. Peraturan  Menteri. -Dalam Negeri .= Nomor - 19
o Tahun 2016 tentang Pedoman Pcngelolaan Barang M:hk‘ :

Daerah

g;
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‘Menetapkan

6. Peraturan -BUpati Kafanganya‘x"No'mor“94 Tahun 2018

. tentang Pedoman Pclaksanaan Kegzatan / Pekerjaan bagi
~ Perangkat - Daerah - (Berita Daerah  Kabupaten .
Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94) sebagalmana telah .

diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati -
_' Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 ‘tentang Pedoman
‘Pelaksanaan Kegiatan/ Peker_]aan bagi Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 49), :

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS :

- PERATURAN ° BUPATI- KARANGANYAR NOMOR . 94

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

- KEGIATAN/PEKERJAAN. BAGI PERAN GKAT DAERAH.

Pasal I

Ketcntuan pada Lamp1ran Bab V huruf C Peraturan Bupatl

 Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman -

Pelaksanaan Keg1atan/ Pekerjaan - bagi Perangkat Daerah

- ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor

94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati -

- Karanganyar Nomor 49 ‘Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/  Pekerjaan bagi
Perangkat Derah (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagalmana terlampir pada_
Larnplran Peraturan Bupatl ini ; '



Pasal II

. -chraturan Bupan j 'ini mu1a1 ber]aku pada tancrgal
“diundangkan. N . _
. Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan
s pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
~ dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

- Dltetapkan di Karanganyar :
_Hb’-"pada tanggal JAN 31/Y\fMW¢W‘ Jdo/g
- BUPATI KARANGANYAR |
- _' CTd -
: - | JU_LIYATMZONO[_i
?ﬁﬁdtinnfg{:f diifar.a”ga%m 200

SEKRET. ARI S DAERAH BUPATEN KARANGANYAR
| Ttd.

. ‘SUTARNO S - |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGAYAR TAHUN 2019 NOMOR 78

SEKRETARIAT DAERAH _
ATEN KARANGANYAR
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o LAMPIRAN v 2 o
“ .- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 78 TAHUN 2019 -
' TENTANG :

.~ PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN-_ .

- BUPATI KARANGANYAR -NOMOR 94 . -
TAHUN . 2018 TENTANG PEDOMAN-
PELAKSANAAN KEGIATAN / PEKERJAAN

. BAGI PERANGKAT DAERAH.

A PEDOMAN DALAM PELAKSANAANBELANJA ,BARANG/JASA |

Umum

‘Pada dasamya belanJa barang/ Jasa dxlaksanakan sesuai
-, dengan - ketentuan - peraturan perundang-undangan "
~ Penatausahaan keuangan - tunduk pada peraturan bupati -
tentang ‘penatausahaan keuangan, dan pelaksanaannya-,
tunduk pada proses pelaksanaannya apakah rnenggunakan'
‘mekamsme pengadaan barang/j jasa atau tldak

] Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa - : :
S, Penyedlaan alat tulis kantor dllakukan dengan pembehan ,
-+ sesuai kebutuhan dan ketersediaan ruang penyimpanan. =

o, Pembelian makanan dan’ kudapan bagi penyelenggaraan .

rapat dllaksanakan dengan ketentuan sebagai benkut
a. Makanan dan kudapan dlsajlkan pada

1) rapat yang dilaksanakan dengan mengundang:
peserta dari unsur masyarakat dan/ atau Perangkat '

Daerah lain; - . = -

- 2) rapat ‘pembinaan pegawa1 atau rapat koordinasi

~ internal Perangkat Daerah yang insidentil/tidak

terus-menerus dan menghasﬂkan output yang
o mendukung pelaksanaan tugas ~ dan fungsf

forgamsam, dan

'3) rapat tim/ pamt1a yang dlbuatkan dengan Surat

o chutusan pejabat yang berwenang sesuau Jadwal
: ‘kegiatan. - :
‘b. Makanan dlsa_]lkan hanya pada pertemuan yang

dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam; -

c Penyajian kudapan dan rnakanan d11akukan dengan‘ - |

" ketentuan:

1) Sedapat - mungkm d1laksanakan oleh rekanan

terdekat pada lokasi penyclenggaraan rapat; 4

-9 Pada setiap menu kudapan diprioritaskan terdapat

- menu rebusan, dan menu rnakanan lokal ‘khas
Daerah; dan ' : : '

3) Pada setiap menu rnakanan yang dlsajlkan harus'

terdapat buah
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LAMPIRAN ‘ '
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR F8 TAHUN 2019
TENTANG =~ . | B
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 94
TAHUN 2018 - TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
'BAGI PERANGKAT DAERAH. :

" A. PEDOMAN DALAM PELAKS_ANAAN BELANJA BARANG/ JASA

Umum - 3 T .o . ;
Pada dasarnya belanja barang/ jasa dxlaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan = perundang-undangan.

bis

»Penavtausahaan keuangan tunduk pada peraturan bupati
tentang penatausahaan . keuangan, ' dan - pelaksanaannya

~ ‘tunduk pada proses pelaksanaannya apakah menggtmakan_'

mekanisme pengadaan barang/ jasa atau tldak

Pelaksanaan BelanJa Barang/ Jasa : : }
1. Penyediaan alat tulis kantor dilakukan. dengan pembehan :
sesuai kebutuhan dan ketersediaan ruang penyimpanan.

2. Pembelian makanan ‘dan kudapan bag1 penyelenggaraan

rapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagal benkut

a. Makanan dan kudapan disajikan pada
1) ‘rapat yang dllaksanakan dengan mengundang"'
o - peserta dari- unsur masyarakat dan/ atau Pcrangkat -
* Daerah lain; : .
2) rapat pembmaan pegawal atau rapat koordinasi

internal Perangkat Daerah yang _1n31dent11/t1dakvv
~terus-menerus dan menghasilkan output yang
mendukung pelaksanaan tuga'sl dan - fungsi
" organisasi;dan - : ‘.
- 3) rapat tim/ panma yang - dlbuatkan dengan Surat
- Keputusan - pejabat yang berwenang sesua1 Jadwal
R "’keglatan S oo
~ b. Makanan disajikan - hanya pada pertemuan yang
o dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam; - _ '
c. Penyajian kudapan dan ‘makanan dllakukan dengan'
. ketentuan '

1) Sedapat bn‘mngkm A dllaksanakan v oleh rel‘:anaﬁf o

© terdekat pada lokasi penyelenggaraan rapat; :
A 2) Pada setiap menu kudapan diprioritaskan terdapat
menu rebusan, dan menu makanan lokal khas.

- Daerah;dan = = R : -

3) Pada setiap menu makanan yang dlsajlkan harus
terdapat buah. : : : :
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3 Penggandaan dan fotoc0py dllaksanakan sesuai kebutuhan'_
~ dan dilaksanakan dengan pnnsnp efisien dan efektif. ‘ )

4. Belanja sewa dilakukan apablla sarana/ prasana Pemenntah -
Daerah memang tidak tersedla atau txdak mencukup1

III Pertanggung]awaban dan Penatausahaan S :
| Pertanggung]awaban dan Penatausahaan dxlaksanakan sesua1' a
~ketentuan Peraturan Bupatl tentang Penatausahaan Keuangan- ,

Daerah - :

| B PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

I Umum
1. Peljalanan dlnas dxlaksanakan dengan prm81p

o a.

-

selekuf ya1tu hanya untuk kcpentmgan yang sangat |
tinggi dan prioritas yang . berkaitan dengan .

' pcnyelenggaraan pemerintahan; -~ ,
ketersediaan  anggaran dan kesesuman : dengan o

pencapaian kinerja; -

efisiensi penggunaari anggaran, dan o ,
akuntabilitas pembenan perlntah “pelaksanaan
perjalanan dmas dan pembcbanan blaya pexj}alanan‘ .
. dinas. ‘

2 Pexjalanan Dinas dllaksanakan oleh Pegawa1 (PNS/ CPNS
Pegawai Non PNS) dan/ atau masyarakat sesuai kebutuhan

‘dan dalam penugasan oleh Daerah L

II Dukungan Adrmmstram » ' - , S

1. Per]alanan dinas dxlaksanakan scsuax dengan Surat ’I‘ugas o

2 Surat 'I‘ugas dxterbltkan oleh:

- a.

Bupati untuk pexjalanan dmas yang dllaksanakan oleh
Sekretaris Daerah SER : -
Sekretans ‘Daerah untuk pexjalanan dmas yang'

}dxlaksanakan oleh Kepala Perangkat Dacrah;

Asisten Sekretaris ‘Daerah untuk Pejabat dan staf | B

: d111ngkungan Sekretariat Daerah , -
Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat dan staf -

dilingkungan Perangkat Daerah bersangkutan

. Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawa.x Non PNS atau

peserta non PNS lainnya.

3. ,Dalam menerbltkan Surat ’I‘ugas, PcJabat sebagalmana .
 dimaksud pada angka 2 berwenang untuk ‘menetapkan
tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transport yang

digunakan dengan memperhankan kepentmgan serta tujuan 3 |

per_;alanan dinas tersebut -
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III Biaya Peljalanan Dlnas

1. Pengelompokan Biaya : :
- Pemberian biaya perjalanan dinas dldasarkan pada tmgkat
‘pelaksana perjalanan dmas, yakni: :

“Tingkat A : . Bupati, Wakil bupat1 dan lepman DPRD;
Tingkat B :  Sekretaris Daerah dan anggota DPRD;
- TingkatC :  JPT Pratama; :
Tingkat D : - Administrator dan / atau PNS Golongan v;
‘TingkatE : Pengawas,
- TingkatF : - . PNS Golongan n;
- Tingkat G : 'PNS Golongan I dan II;

‘Tingkat H :  Pegawai Non PNS dan Peserta Pexjalanan
= - Dinas Non PNS. ' o

2. J ems—Jcms blaya :

Jenis blaya dalam pcxjalanan dmas terdln dan

a. Uang Harian, dltetapkan sesuai standar b1aya :
berdasarkan tingkat pexjalanan dinas; _

b. Bxaya transport, merupakan biaya dari kedudukan ke

 lokasi sampai dengan kembali ke tempat kedudukan,
termasuk  didalamnya BBM _(]1ka menggunakan
kendaraan pribadi/dinas), ~parkir, . retribusi, tol,
pelabuhan, struk pembayaran kendaraan daring,

- asuransi perjalanan dan- biaya lam termasuk jika

terdapat penundaan atau blaya perubahan tlket yang

~ dikarenakan perubahan jadwal; - o :

c. Biaya penginapan, merupakan blaya pengmapan riil
atau dapat menerima secara lumpsum sebesar 30% dari
standar biaya pengmapan setempat sebagannana diatur
dalam Permenkeu tentang standar biaya penginapan; .

d. Biaya rcprcsentaol, dxbcnkan kepada Bupati, Wakil

bupati, anggota DPRD dan Pejabat Jabatan Pimpinan

 Tinggi Pratama selama melaksanakan perjalanan dinas; .
e. Sewa kendaraan, sesuai blaya sewa yang ditagihkan
termasuk  sopir, parklr, BBM, l, ,pajakf dan” lain
'sebagamya, dan . :
f. Biaya mengantar dan menjemput Jenazah sesuai blaya '
- ril. . . A S ' '
Pembenan blaya perjalanan dinas: \ S
a. biaya Perjalanan Dinas - dalam rangka mengikuti
pelatihan, bimbingan - teknis, workshop, sosialisasi,

seminar, rakor, dan kegiatan . sejenis yang biaya

akomodasi ditanggung pihak penyelenggara atau melalui
setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta
" maka: = ‘ L



"
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o 1) untuk keg1atan yang dllakukan sehari penuh dengan |

menginap (fullboard) diberikan sebesar 50% (lima

~ puluh persen) dari uang harian Per_]alanan Dmas .

selama mengikuti keglatan

| " 2) Untuk kegiatan yang dllakukan leblh dari 1 (satu)'

_ hari dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan)
~ dan hari terakhir (kepulangan) diberikan uang hanan
Perjalanan Dinas sebesar 100%. :

3) untuk keglatan yang dllakukan d1 luar kantor pa]mg -

singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap (fullday)

diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari
~ rincian wuang harian Per_]alanan Dmas ’ selama
- mengikuti kegiatan; dan ' -

4) untuk kegiatan yang dllakukan d1 luar kantor antara -
5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa =
~ menginap (halfday) d1ber1kan sebesar 75% (tujuh |
~puluh lima persen) dari rincian uang harian

' Peljalanan Dinas selama menglkutl kegiatan.

blaya Pcr_lalanan Dinas yang biaya akomodasmya tidak
d1tanggung pihak ~penyelenggara atau tidak melalui .
setoran pembayaran kelkutsertaan sebagai pcserta, B
maka selama mengikuti - keglatan sebagalmana.
'dlmaksud diberikan uang hanan Peljalanan Dmas ‘

secara penuh dan

dcngan perhmbangan ketepatan Waktu kchadlran :

berdasarkan undangan mengikuti kegiatan, maka

Jumlah hari Perjalanan Dinas dapat ditambahkan 1 -
(satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan (H-1) atau 1

(satu) hari sesudah pclaksanaan kegtatan (H+1).

IV Pelaporan

Pejabat/ Pegawa.l penenma Surat ’I‘ugas wa_ub menyusun

Laporan Hasil Perjalanan Dmas dan disertakan dalam -

(: o pcrtanggung]awaban Keglatan

C PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA

I PERSIAPAN

L Pembentukan Orgamsasx Keglata.n .

‘a.

™o oo o

‘Penanggung jawab Program, R

Wakil Penanggung Jawab Program, =

Tim Pembina, Pengendali dan Koord1na$1 Keglatan APBD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); |
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran,
Pengguna Barang/Jasa dan . ‘Kuasa Pengguna

Barang/Jasa; .

PCJ abat Pembuat Konntmen (PPK), _
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O -

1)
2)

-4

S)

7 6)
- 7)
8)

9)

. Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan (PPI‘K), _

Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordmam Keglatan
APBD; - -

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) / PeJabat
Pengadaan;

‘Panitia/Pejabat Pemenksa Hasil Pekexjaan, o

Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi; - ' ‘ :
.Tim Pelaksana. Keglatan (apabrla dlbutuhkan), dapat

terdiri dari : : , . . _

Pengarah

Penasehat;

Wakil Penasehat

Ketua; S
Wakil ketua; -
Sckretaris;

Anggota; - SR
Staf admxmstram, E
Staf ahli;

10) Stafteknis;dan ..

11) Staflainnya.

. Yang ditugaskan Seb‘aga.r . PNS diA UKPBJ Pejabat |

Pembuat Komitmen (yang memiliki sertifikat keahlian

 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah) -dan Pejabat
 Pengadaan dapat -diberikan  tunjangan profesi yang

. besarannya dxsesuaxkan dengan kernampuan keuangan
daerah. v

2. Keanggotan dan Tugas Orgamsam Pengelolaan APBD

a. Penanggung jawab Program

1) Penanggung Jawab Program dgabat oleh Bupat1
dengan keputusannya mcnetapkan ' V :

‘a) Wakil Penanggung jawab Program;
b) Tim Pembina, Pcngcndah dan Koordmam Keglatan '

- 2)

)

_2)

APBD;

¢) Pengguna Arlggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,

d) Pengguna Barang/Jasa; ,
€) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ), dan :

f) Tim = Pelaksana - kegiatan yang anggotanya

" melibatkan unsur. dl luar Perangkat Daerah yang

bersangkutan : :
Pcnanggung jawab Program mempunya; tugas

memberikan - arahan dan pembmaan pelaksanaan' o

- program.’

b Wakil Penanggung _;awab Program o :
Wakil Penanggung Jawab Program dljabat oleh Wakxl

Bupati dan bertugas membantu Penanggung jawab
Program dalam memberikan arahan dan pembmaan
pelaksanaan program;

Wakil Penanggung jawab Program dalam menjalankan
-tugas Dbertanggungjawab kepada Bupa’a selaku
Penanggung jawab Program :

c. Tim Pembma Pengendah dan Koordmam Keglatan APBD




1) 'I‘lm Pembma, Pengendah dan Koordinasi Keglatan
APBD d1angkat dan - dxtetapkan oleh Bupan
» beranggotakan L . , :
a) Bupati;
- 'b) Wakil Bupatl ,
¢} Sekretaris Daerah
d) Staf ahli Bupati;
¢) Para Asisten Sekda, o '
" f) KepalaBadan Perencanaan dan thbang,
g) Inspektur; ‘
h} Kepala Badan Keuangan Daerah _
i) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan
i Kepala Baglan Hukum, : : :

2) 'I‘ugas Tim - Pembma, Pengendall dan Koordma31 o
- Kegiatan APBD, antara lain : - LS -
. a) melaksanakan koord1nas1 : pembmaan '

B penatausahaan/ pengelolaan aspek perencanaan,

aspek administrasi, aspek keuangan dan aspck o
teknis;
b) menganalisa tcrhadap proses dan permasalahan'
- pelaksanaan kegiatan;
¢) mengadakan" monitoring, pengendahan evalua31
dan tinjauan lapangan untuk mehhat secara dekat:‘
" tentang pelaksanaan kegiatan; . ‘
- d) menyelenggarakan Rapat Koordmam Pengendahan:‘
- Operasional Keglatan (Rakor POK) pahng sed1k1t 3
- (tiga) bulan sekali; :
' €) memberi arahan/ petun_]uk untuk kelancaran
. pelaksanaan kegiatan;.. - |
- f)  melaporkan hasil pembmaan kepada Penanggung
- jawab Program; dan .
" g) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim
' '-Pelaksana Pcngendah dan- Koordmam Keglatan ~
"APBD.. - ;

d Pelaku Pengadaan Barang/ J asa

1) PA;
2) KPA;
3) PPK; IR
4) Pejabat Pengadaan, o
5) Pokja Pemilihan; =
- 6) Agen Pengadaan;
 7) PjPHP/PPHP; -
~ 8) Penyelenggara Swakelola, dan
"~ 9) Penyedia, , :
€. Pengguna Anggaran . : : -
1) Kepala Perangkat Daerah. bertmdak selaku Pengguna .
- Anggaran yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati;
2) Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewenangan
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan

- kegiatan dan penatausahaan anggaran/ kegiatan pada
Perangkat Daerah yang dxplmpmnya, antara lain:-
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a) menetapkan perencanaan pengadaan, | |
- b) menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP

‘pada . papan - pengumuman resmi. untuk
masyarakat, " web31te : Pemenntah Daerah
(www.Ipse. karanganyarkab.go. id), dan portal
- pengadaan nasional melalui LPSE S

' c) menetapkan PPK; : ' -
- d) menetapkan . Penunjukan .Lapgsung - untuk

tender/seleksi ulang gagal;

-e) menetapkan Pejabat Pengadaan;
 f) menetapkan PjPHP/PPHP; -
' g) menetapkan Penyelenggara Swakelola

'h) melaksanakan -Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa; ’

| i) menetapkan pemcnang permhhan/ Penyedla untuk '

‘metode pem1hhan

( 1) Tender/ Pcnunjukan Langsung/ E- purchasmg -

~untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
~ Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran  paling . sedikit di atas .
."Rp100.000.000. 000 OO (seratus rmhar ruplah), )

- atau
(2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket
- Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu

Anggaran . paling = sedikit - di atas

 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupxah)

) menyatakan 'l‘ender gagal/ Seleksi gagal; - .
k) menyampa.lkan laporan keuangan sesuai dengan -

ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan

UKPBJ/Pejabat - Pengadaan, dalam hal terjadi' |
perbedaan pendapat : '

 - m) mengawasi penyxmpanan ' dan pemehharaan .

seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

n) bertanggung1awab atas pelaksanaan tugéxshya '»

kepada Bupat1 melalul Sekretaris Daerah

| o) melaporkan . - secara berkala perkembangan S
pelaksanaan keglatan kepada Bupatl setiap 3 (t1ga) o

- bulan sekali;

' p) menyiapkan - dokumen " ° penyerahan =

kegiatan/pekerjaan kepada Bupa'u

'~ g) Dalam hal diperlukan, PenggunaAnggaran dapat:

- (1) menetapkan tim teknis; dan/atau = . ,
(2) menetapkan = Tim  Juri/Tim Ahli untuk
- pelaksanaan - Pengadaan - melalui
~ Sayembara/ Kontes : - '



“w

r) T1m Tekms sebaga.unana} dlmaksud huruf q

angka(l), - bertugas - membenkan pertlmbangan» SR
- teknis. kepada pengguna anggaran berupa nasihat, = -
SN pendapat dan pertimbangan dalam- pelaksanaan
j __’»’keglatan dalam hal pekerjaan sudah menggunakan-
Jasa manajemen konstruks1 maka dapat dlbentuk R

tim tekms

f Kuasa Pengguna Anggaran

S 1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas- RN
. tugasnya . - dapat - mehmpahkan  sebagian
“ '-_"kewcnangannya kepada 1 (satu) atau beberapa orang N

~ Kuasa Pengguna® Anggaran yang merupakan Kepala o

. Unit Kerja pada Perangkat Daerahnya; . o

o ;v, '2]vPe11mpahan -sebagian’ kewenangan sebagmmana_‘,, : v-ﬁ.:

~dimaksud pada angka 1) berdasarkan- pertlmbanganf

'  besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang ' TR
'~ dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang s T
-~ kendali, dan/atau perhmbangan objektif lainnya; .
. 3) Pelimpahan - sebagian kewenangan sebageumana Lo
" tersebut pada angka 1) dltetapkan oleh Bupatl atas - R

usul Pengguna Anggaran;

;; 4) Kuasa Pengguna Anggaran sebagmmana d1maksud‘lrf‘ B
' “pada angka 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan o

tugasnya kepada PenggunaAn garan, R

L ‘5) Melaporkan ~ secara - - berkala perkembangan : »
~ pelaksanaan kegiatan’ yang menjadi. kewenangannya IR
~ kepada Bupati - setiap 3 (tlga) bulan sekah melalul_f:» ST

Pengguna Anggaran;

:"6) KPA dapat menugaskari PPK untuk melaksanakan'.f-‘
~~_ kewenangan yang terkait dengan o

R a) melakukan tmdakan “yang mengak1batkan ;:
“ pengeluaran anggaran belanja, dan Jatau

| b) ‘mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam . Lo

batas anggaran belanja yang telah dltetapkan

D }7) KPA berwenang menjawab Sanggah Bandmg peserta'v_’ 'lf'.,’,‘ o

Tender Pekerjaan Konstruksi;

8) KPA dapat dxbantu oleh péngelola Pengadaani f

Barang/Jasa, dan

9 9) Dalam hal tidak ada’ personel yang dapat dltunjuk S
= sebaga1 PPK KPA dapat merangkap sebaga1 PPK

. PC_] abat Pembuat Kormtmen (PPK)

- 1) Pejabat - Pembuat | Komitmen yang selanjutnyav S
‘ dlsmgkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan - -
- oleh PA/KPA untuk mengambll keputusan dan/atau =~
. melakukan = tindakan yang dapat - rnengaklbatkan L

pengeluaran / Anggaran Belanja Daerah

- ::’ ;?f 2) PPK dalam Pengadaan Barang/ J asa mem1hk1 tugas

a) mcnyusun perencanaan pengadaan,



- b) menetapkan spes:ﬁkasx tekms/ Kerangka Acuan .-

Kerja (KAK);

, } menetapkan ranéangan kontrak

| d) menetapkan HPS;

e) menetapkan besaran uang muka yang akan' |
dibayarkan kepada Penyedia; , -
f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

' g) menetapkan tim pendukung;
h) menetapkan tim atau tenaga ahli;

i) melaksanakan - E-purchasing untuk nilai pahng o

: ,sed1k1td1atas Rp200 000 000 00 (dua ratus Juta v
rupiah); . o |
j) menetapkan = . Surat R Penunjukan
- PenyediaBarang/Jasa; T B -
k) mengendalikan Kontrak; -~ S ,
1) melaporkan pelaksanaan ~dan  penyelesaian
kegiatan kepada PA/KPA; ST

| fn) menyerahkan hasil pekexjaan pelaksanaan

-3

.    4)

‘kegiatan kepada PA/ KPA dengan  berita acara
penycrahan,

n) menyimpan dan menJaga kcutuhan seluruh
- dokumen pelaksanaan keglatan dan

o) menilai kinerja Penyedia. |
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dxmaksud

. pada angka 2), PPK melaksanakan tugas pehmpahan
- - kewenangan dari PA/KPA, mehput:

' a) melakukan tmdakan ‘yang mengakibatka_n.

. pengeluaran anggaran belanja;
- mengadakan dan menetapkan pexjanpan dengan
~ pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan; dan =~
b) PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu

. oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

PPK dilarang mengadakan ' ikatan pexjanjian atau

‘menandatangani  Kontrak dengan Penyedia

Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau
tidak cukup. tersedia anggaran ~yang dapat

; mengakxbatkan dllampaumya batas anggaran yang

tersedia untuk keglatan yang dlbxaya.l dan

~ APBN/APBD;

-9

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan
jasa konstruksi, penyusunan dokumen perencanaan -
pekerjaan jasa kontruksi - dapat dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan’

pekerjaan umum atau dilakukan oleh penyedia jasa
perencana konstruksx dengan ketcntuan .

a) Pcnyedxa jasa percncana ‘konstruksi dapat berasal
- dari perseorangan ahli atau badan hukum yang .
_'kompeten dan . memiliki  kualifikasi. yang
- dipersyaratkan atau dilakukan oleh Perangkat
‘Daerah yang mclaksanakan urusan pekerjaan
- umum, : .




(0]

6)

, b

Keluaran akhir perencanaan konstrukm mehpuﬁ
dokumen perencanaan berupa : Gambar Rencana
Teknis, -Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),

- RAB (Enginering Estimate) dan Daftar Volume

Pekerjan (BQ) yang disusun sesuai ketentuan; dan
Penyedia jasa -~ perencana konstruksi dalam
melaksanakan pekerjaannya harus berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan
pekeljaan umum. . :

PPK dapat memutuskan Kontrak _secara seplhak
apabila:

. a)

b

kebutuhan Barang/Jasa udak dapat dltundav
melebihi batas berakhirnya Kontrak;
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa

tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan

pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (hma puluh) hari kalender sejak masa

~berakhirnya ' pelaksanaan - pekerjaan_ untuk

menyelesaikan pekerjaan; -
setelah  diberikan kesempatan = menyelesaikan

 pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan

| pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa txdak dapat

' menyelesaikan pekerjaan;’
g

- melaksanakan - kewajibannya = dan - tidak
- memperbaiki kelalalannya dalam jangka waktu

Penyedia Barang/Jasa laléu/mdera Janjz dalam

yang telah ditetapkan;

Penyedia Barang/Jasa. terbuktl melakukan KKN,
kecurangan,dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang chputuskan oleh instansi yang
berwenang;

‘pengaduan ‘tentang penylmpangan prosedur,

dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persamgan

sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
‘dinyatakan benar oleh mstan81 yang berwenang, . '

pemberian ~ kesempatan = kepada Penyedla ‘
Barang/Jasa menyelesalkan pekexjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa

_berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana

W

dimaksud pada huruf b) dan huruf c), dapat
melampaui Tahun Anggaran;’ ,
dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyed1a :

Barang/Jasa melampaui tahun anggaran, maka
-dilakukan adendum kontrak = atas sumber

pemblayaa.n dari DPA Tahun Anggaran berlkutnya

- atas sisa pekerjaan yang akan dlselcsalkan,

ketentuan = lebih = lanjut mengenai tata cara
pembcnan kesempatan untuk - menyelesaikan

pekerjaan melampaul tahun anggaran, diatur

_ vdalam Peraturan Bupau tersendm,
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3)) dalam hal pemutusan Kontrak dxlakukan karena
 kesalahan Penyedia Barang/Jasa: - . '
- (1) Jaminan Pelaksanaan dlcalrkan, : B
. (2)sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedla

- Barang/Jasa atau Jamman - Uang Muka
; dicairkan; : :
(3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda
~ keterlambatan; dan
- (4) Penyedia Barang/Jasa . dlmasukkan dalam ‘
- Daftar Hltam i :

‘k)‘ dalam hal d11akukan pemutusan Kontrak secara o L

sepihak oleh PPK karena Kkesalahan Penyedia
- Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf
- h), Pokja Pemilihan UKPBJ dapat melakukan -
Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan
‘berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau =
Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhx f
. syarat; dan o
1} dalam hal pemutusan kontrak secara sepxhak oleh
~ PPK maka prestasi pekerjaan dihitung dan
- ditetapkan oleh APIP, -~ = - . :
7) Bagi - Perangkat Daerah yang mem111k1 beberdpa
- kegiatan fisik konstruksi dengan nilai sampai dengan -
- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rup1ah), ‘maka

. dapat d1alokasxkan satu  kegiatan jasa  yang -

mengakomodasi seluruh/ beberapa perencanaan :
konstruksi tersebut; =~ - : . '

8) Mutasi jabatan Personll PPK tldak mcrubah tugas dan -
"~ tanggung jawabnya sampau dcngan ‘ kegIatan o
pekerjaan berakhir. -~ . v : R

. Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordlna31 Keglatan
.APBD ’ . "

1) Tim Pclaksana Pengendah dan Koordmam Kegiatan
"APBD adalah ' sebagai Pembantu Tim Pembina, = -

Pengendah dan Koordinasi Keglatan APBD.

2) Tim Pela.ksana Pengendah dan Koord1nas1 Keg1atan

APBD terdiri dari unsur :

. a) Badan Perencanaan dan thbang, v
b) Inspektorat; e
¢) Badan Keuangan Daerah dan
'd) Bagian Administrasi Pembangunan; -
3) Sekretariat Tim Pelaksana Pengendah dan Koordma31
- Kegiatan APBD . bcrada d1 Baglan Admmxstrasx .
Pcmbangunan o .

~ 4) Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordma31 Keglatan -

'APBD bertugas :

‘a) membantu mengendahkan pelaksanaan keglatan
Tahun Anggaran berjalan; = .

b) menelaah laporan - yang dxsampaxkan oleh -
Pengguna Anggaran sebagai = bahan untuk
- pembuatan laporan kepada Bupati;




o

f‘fj c) mengadakan tmjauan lokasx/ lapangan

> d) menyelenggarakan  dan menylapkan | Rapat“_f, o

ey (Rakor POK) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekah,

Koordinasi Pengendahan Operaswnal Keglatan»}':

" ¢) memberikan masukan . ‘kepada . Tim Pemblnaf}-'.-'f'*ffﬂt‘

. kelancaraan pelaksanaan kegiatan; dan

- Pengendali dan Koordmasx keglatan APBD untuk'_; R

S f, - menyiapkan bahan laporan - hasil pengehdahan , B o
o _‘evalua31 pelaksanaan keg1atan APBD kepada,g‘--

: I Bupatx
Umt Kerja Pengadaan Barang/ Jasa {UKPBJ)
1) UKBJ memlhkl fungsn S

a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, R
- b) Pengelolaan layanan Pengadaan secara elektromk

blmbmgan teknis pengadaan barang/jasa; dan .-
yang berkaltan dengan tugas dan fungsmya L
. . UKPBJ dllarang duduk sebagal
- "a) PPK — )

o (pPSPM);
' ¢) Bendahara; d_an

_Iterkecuah menjadl Pe_]abat Pengadaan/anggota B
o .dlbutuhkan 1nstansmya
3) ’I‘ugas Kepala UKPBJ mehputl

~  UKPBJ; R .
. b) ’menyusun program kelja dan anggaran UKPBJ

S penyimpangan dan /atau indikasi penyxmpangan

o - kepada Bupat1

- Sumber Daya Manusia UKPBJ;' B
1) Menugaskan/menempatkan/ memlndahkan

o _UKPBJ

© ¢) Pembinaan . Sumber . -daya - Manusia dani )
SR Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa; S
d) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi- dan/atauf_:

o Pelaksanaan tuges lain yong diberfian oich Bupati

EO 2) :_'bKepala UKPBJ dan Anggota. Kelompok Kte]a Pemlhhan TSN
B b) Pe_]abat Penandatangan Surat Permtah Membayar " o

B 'd) Aparat Pemei‘iksén ”Intern Pemermtah (APIP) ”

. UKPBJ untuk . Pengadaan Barang/Jasa yang_’}” R

o a) mcm1mp1n dan mengoordmamkan selumh keglatan*;‘f"., B
o ¢} mengawasi - seluruh = kegiatan pengadaanik} i:_.-, .
‘barang/ jasa d1 UKPBJ dan melaporkan apabila ada‘ o

o ,:d)':‘membuat laporan pertanggung]awaban atas
B pelaksanaan keglatan Pcngadaan Barang/Jasa; RSN ET

. e)[zmelaksanakan pengernbangan dan pembmaani5_!;";-."; So

+ anggota Kelompok Kerja Pemilihan sesuai denga}n'; i o
. beban kerja masmg-masmg Kelompok Ker_la:». ST



U
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g) mengusulkan pemberhentlan anggota Kelompok -
- Kerja Pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada

Bupati, "apabila terbukti melakukan pelanggaran

peraturan perundang-undangan ‘ dan/ atau -
- KKN;dan . L

h) melaksanakan Tender/ Selcks1 ulang setelah
- mendapatkan persetujuan PA/ KPA ' S

Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ /Pejabat Pengadaan :
Pokja pemilihan UKPBJ [/ Pokja Pengadaan meliputi :

a) menyusun rencanav pem111han : Penycdla
Barang/Jasa;

b) menetapkan Dokumen Pemxhhan, k

c) menetapkan besaran nommal Jaminan Penawaran;

d) mengumumkan pelaksanaan ; Pengadaan
Barang/Jasa - diwebsite
(www.lpse. karanganyarkab go.id) = dan papan
pengumuman resmi -untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk dxumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional; - ' ,

e¢) menilai kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melaIm
prakuahﬁka31 atau pascakualifikasi;

' ) melakukan evaluam administrasi, tekms dan harga ,

terhadap penawaran yang masuk;
g) khusus untuk Kelompok Kerja Pemlhhan UKPBJ

- (1) menjawab sanggahan; »

(2) melaksanakan persmpan dan pelaksanaan
-pemilihan Penyedia;

(3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan v
pemilihan Penyedla untuk katalog elektronik;

(4) menetapkan pemenang pem1hhan / Penyedla .
“untuk metode pemlhhan . '

(a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket :
Pengadaan - .. Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran -~ paling banyak
Rp100.000.000. 000 00 ' (seratus mlhar
rup1ah), atau o ' .

(b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
“Pagu .- Anggaran’ . paling banyak
Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar

rupiah).’ : -

(5) menyampmkan hasﬂ pem1hhan dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedxa Bara.ng/Jasav
- kepada PPK;

(6) menyimpan dokumen asl1 pemlhhan Penyedla |
Barang/Jasa; - - _

(7) membuat - laporan - mengenai proses pengadaan
o kepada chala UKPBJ


http://www.lpse.karanganyarkab.go.idj
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(8) Pokja Permhhan dapat dxba.ntu oleh t1m atau
~ tenaga ahli;dan

(9) Pokja = Pemilihan bexjumlah ganjll minimal

| beranggotakan 3 (tiga) orang dan bisa ditambah
- sesuai dengan komplek51tas pekexjaan

J PeJabat Pengadaan

PeJabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/ Jasa

. memiliki tugas:

1) melaksanakan persmpan dan pelaksanaan pengadaan -
langsung; . , .

2) melaksanakan per51apan - dan - pelaksanaan
- penunjukan langsung . untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan  Kontruksi/Jasa - Lainnya yang
- bernilai paling banyak Rp 200 000.000,00 (dua ratus
Juta rupiah); B ,

3) melaksanakan  persiapan - dan pelaksanaan

 penunjukan langsung untuk - pengandaan jasa:

 konsultasi  yang bernilai- paling . banyak

- Rp 100.000. 000 00 (seratus juta rup1ah), dan

4) melaksanakan E-purchasing yang bernilai | palmg
banyak Rp 200 000 000 00 (dua ratus Juta rupxah)

. Pokja Pemlhhan ‘

Pokja pemlhhan dalam pengadaan Barang/Jasa mcmﬂlkx

- tugas:

1) melaksanakan persmpan dan pelaksanaan pemlhhan
penyedla v c ,

2) melaksanakan pers1apan dan pelaksanaan pemlhhan :
pcnyedla untuk katalog elektromk dan-

3) menetapkan - pemenang pemlhhan/ penyedia untuk

metode pemilihan :

" a) Tender/Penunjukan - Langsung f.'untuk - paket o

pengadaan Barang/Pekexjaan ' Kontruksi/Jasa
Lainnya dcngan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

b) Seleksx/penunjukan ‘langsung untuk  paket
~ pengadaan jasa konsultan51 dengan nilai pagu -
anggaran paling banyak Rp 10 000.000.000, 00 :

‘(sepuluh miliar rupiah).

. 4) dalam hal berdasarkan’ pertlmbangan komplek31tas

 pemilihan penyedxa, anggota pokja pemilihan dapat
_ditambah sepanjang ber_]umlah gasal dan .

5) pokja pem111han dapat dlbantu oleh tim atau tcnaga

. Agen Pengadaan -

1) Agen pengadaan dapat melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa, ' - ,



2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaumana '
~ dimaksud pada angka (1) mutatis mutandis dengan
tugas pokja pemilihan dan/atau PPK; dan "
3) Pelaksanaan tugas -pokja pemxhhan dan/atau PPK
- dilakukan = sesuai . dengan ketentuan peraturan, -
perundang—undangan, - : '

. Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan (PPI‘K)

' Ketentuan PPTK dalam Peraturan Bupatl ini mengacu ’
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 12, sebagalmana telah. diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah '

. Pengawas Lapangan Bldang Konstruksx

1) Pengawas Lapangan Bldang Konstruksi bertugas
~ melakukan  pengawasan pekerjaan/ kegiatan sehari-
~hari di lapangan agar pekeqaan dapat ber_lalan sesua1 :
‘ Rencana, RAB dan Bestek;
2) Kewenangan Pengawas Lapangan adalah
a) mengawa31 pelaksanaan pekerjaan agar pelaksana
pekerjaan mematuh1 Rencana, RAB dan bestek
- yang ditetapkan;
. b) memberikan - penngatan dan ' memermtahkan
_ pelaksana pekexjaan untuk mematuhl rencana, '
RAB, dan Bestek; )
c) menghentlkan pekcxjaan apablla tidak sesuai
dengan Rencana RAB dan Bestek yang ditetapkan.

'3) Pengawas Lapangan ber_;umlah 1 (satu) orang atau -

lebih disesuaikan: dcngan volume pekcxjaan yang
diawasi; = -

4) Setiap 1 (satu) rmnggu sckah Pcngawas Lapangan
" kegiatan/pekerjaan harus melaporkan kemajuan fisik
~ kegiatan/pekerjaan yang diawasinya kepada PPK;

5) Pengawas Lapangan dxlarang bekerja sama dengan
- penyedia jasa  yang mengarah pada pelanggaran

 bestek dan RAB dan / atau bentuk pelanggaran lainnya
yang dilarang sesua1 ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) Pelanggaran terhadap ketentuan angka 5) d1kena1
~sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
~ berlaku; . .
7) Pengawasan Pekex;]aaan konstruksx dllaksanakan
- dengan ketentuan sebagai berikut: -
" a) lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dapat menggunakan ]asa Konsultan
Pengawas, - S .



0. Pejabat Pemeriksa - ‘Hasil Peker_]aan (PJPHP) /Pamtla_ L

b) Perangkat Daerah 1a1n dengan n11a1 pekexjaan d1 o

\ _atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

" juta wajib menggunakan jasa Konsultan Pengawas _

_ dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. :

Pemeriksa Hasil Pekexjaan (PPHP)

1) PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil =

3 ,2)

pekerjaan Pengadaan -~ Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa ‘
konsultansi yang . bernilai palmg banyak Rp .
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). - o
PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil -
pekerjaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya

L  yang bernilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00

| ‘“f-.‘3)

_5)

.‘6)

i ‘7).

9

(dua ratus juta rup1ah) dan Jasa Konsultansi paling
sedikit diatas | Rp 100 000. 000 00 (seratus _]uta‘
ruplah) o

PJPHP/ PPHP dltetapkan oleh PA/ KPA

PjPHP/PPHP berasal dari pegawai negen, baik dan
instansi sendiri maupun instansi lainnya. -

Dikecualikan dari ketentuan pada angka 4), PJPHP
/anggota . PPHP pada institusi lain Pengguna
APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

P_]PHP/ PPHP wapb memenuh1 persyaratan sebaga1

berikut :

a) mem111k1 mtegrltas, dlSlphn dan’ tanggung _]awab

- dalam melaksanakan tugas, o v

b) memahami isi kontrak; o

¢} menandatangani Pakta Integntas, dan g

d) tidak menJabat sebagai Pejabat Penandatangan
Surat - Permtah Membayar (PPSPM) ~ atau
Bendahara IR T

'I‘ugas PjPHP / PPHP sebaga1 benkut , ‘

a) melakukan pemeriksaan admxmstram ~hasil
peker_]aan pengadaan barang/jasa; dan-

b) menandatangani  Berita - Acara Pemenksaan
~ Administrasi hasil Pekerjaan.

Ketentuan susunan PPHP sebagai berikut :

' a) bcranggotakan minimal 3 (tiga) orang mak31mal 5

| ~ (lima) orang yang berasal dari Perangkat Daerah

pemilik kegiatan maupun Perangkat Daerah lain

' yang secara tugas dan fungsi terkait dengan‘

- ; pekexjaan,

b) Ketua dan Sekretans berasal darl Perangkat
Daerah pem111k keglatan o . S



C R R

N Daerahnya masing-masing; .

- d) Surat tugas sebagaimana - dlmaksud huruf c)
. berdasarkan pcrmmtaan kepala Perangkat Daerahw R

. pemilik kegiatan; dan -

. e) Penunjukan - PPHP harus | memperhatxkan» R
. pemenuhan persyaratan sebagalmana tersebut“] o

- pada angka 4) dan angka 5) -

R '9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansx, pemenksaan" i | "j
- pekerjaan dilakukan setelah ' berkoordinasi dengan = -
- Pengguna“ Jasa Konsultan31 atau Tim - Tckms yang R

bersangkutan

}_110} PjPHP/PPHP keglatan Konstruk31 melakukan FR
~ pemeriksaan admmxstrasz “hasil pekeqaan ‘dan

- melaporkan hasil pclaksanaan tugasnya kepada PPK

~dengan . dilampiri * Berita Acara : Pemenksaan; IR

Adm1mstras1 Hasil Pekerjaan, Eret

’i11) Format Benta Acara Pemerlksaan Admlnlstra31 Hasﬂ

Peker_;aan untuk yang Pertama/ Kedua sebagalmana'
terlampir. |

12) Berita Acara Pemenksaan Admlmstra31 Hasﬁ

Peker_;aan N sebagaxmana tersebut ‘ angka 10y o
- merupakan salah satu kelengkapan dokumen yangf R
menjadi persyaratan pencairan anggaran sesuai L

tahapan pelaksanaan /peny clesauan pekerjaan

B 1;13) Setelah menerima. laporan dari PJPHP/ PPHP beserta; R
o Iamplran-lamplrannya sebagaimana angka 12), PPK
- melaporkan - pelaksanaan/penyelesaian - pekerjaan - .
-~ kepada PA/KPA -setelah memastikan bahwa semua - -
" dokumen pelaksanaan pckerjaan konstruksi telah -
 lengkap (memenuh1 syarat) sesuai daftar chcck hstf o

terlampir. -

.3:14) Mutasi _]abatan Persoml PPHP/ P_]PHP tldak merubah V‘_Y
.- susunan kepam‘uaan dan tanggung jawabnya selama;*_ Lo

- periode keg1atan yang bersangkutan bcrlangsung

|  , "Penyelenggara swakelola L . AR SN
SR 1) Penyelenggara swakelola terdm atas T1m PerSIapan,"f. AR

- Tim Pelaksana, dan /atau Tim Pengawas

T 2) Tim Persiapan memiliki tugas . mcnentukan sasaran,. o

rencana teknis keglatan dan _}adwa.l pelaksanaan

o 3) Tim Pelaksana memiliki . tugas melaksanakan‘f:' R
S mencatat mengevaluasn, dan melaporkan secara .
berka]a kema_]uan pelaksanaan keglata.n dan

penyerapan anggaran..

- 4) Tim Pengawas mem111k1 tugas mengawam persmpan :
dan pelaksanaan fi31k maupun adrmmstras1 AT

swakelola

c) Anggota pamt:la yang berasal “dari - Perangkat
- Daerah terkait sebaga1mana dimaksud pada huruf -~
© sesuai surat tugas dan Kepala Perangkat o



q Penyedla

1) Penyedia Wajlb mcmenuhx kuahﬁkam sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang—undangan,

- 2) Penyedia bertanggung jawab atas: =
- a) pelaksanaan kontrak;
'b) kualitas barang/jasa; '
¢) ketepatan perhitungan Jumlah atau volume,
d) ketepatan waktu penyerahan; dan :
e) ketepatan tempat penyerahan.

‘ II RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA

1 Tujuan Pengadaan. .
a. menghasilkan barang/;asa yang tepat darx set1ap uang .
yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, Jumlah
waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan; ‘

meningkatkan penggunaan produk dalaxﬁ negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mxkro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah; .

meningkatkan peran pelaku usaha nas1ona1

mendukung pelaksanaan - penehtlan dan pemanfaatan
barang/jasa hasil penelitian;

. memngkatkan keikutsertaan 1ndustn kreatlf
g. mendorong pemerataan ekonoml, dan
‘h. mendorong pengadaan berkelan_lutan

0

9'?-

2. Kebijakan Pengadaan _ - . :
a. meningkatkan kuahtas ‘_ perencanaan Pengadaan
' Barang/Jasa; -

b. melaksanakan Péngandaan Barang/Jasa yang lebxh o

 transparan, terbuka, dan kompetitif;
-G memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengandaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa,
 e. menggunakan teknologi mformasa dan telekomun1kas1,
 serta transaksi elektronik; - : ,
- f." mendorong penggunaan barang/Jasa dalam negerl dan
Standar Nasional Indonesia (SNI) ; o
- g. memberikan kesempatan kepada usaha Mikro, Usaha
- Kecil, dan Usaha Menegah, ‘
h. mendorong pelaksanaan penelman dan 1ndustr1 kreauf :
dan '
i. melaksanakan Pengadaan Berkclanjutdn

3. annS1p Pengadaan ‘ 3 _
- Pengadaan - Barang/Jasa mener'apkan '~ prinsip-prinsip
sebagai berikut: . » E o :

a. efisien,  berarti Pengadaari Barang/Jasa  harus
diusahakan dengan mcnggunakan dana dan daya yang
minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang
telah ditetapkan untuk mencapai has11 dan sasaran
dengan kualitas yang maksunum, :



-

efektif,  berarti Pcngédaan.'Barahg/Jaéé.- ‘harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan

'serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, :

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi

mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan

dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa
yang bermmat serta oleh masyarakat pada umumnya;

. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti

oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi

- persyaratan/Kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan |

prosedur yang jelas; -

. bersaing, berarti’ Pengadaan Barang/Jasa harus

dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara
sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara
dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan- secara kompetitif. dan
tidak ada intervensi. yang mengganggu tercxptanya '

mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; .

adil/tidak diskriminatif,” berarti memberikan’ perlakﬁan

* yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan

tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada

pihak tertentu, dengan tetap memperhatlkan kepentmgan

nasional;

. akuntabel, berarti harus sesuai denga.n aturan dan

ketcntuan yang terkait' dengan Pcngadaan Barang/Jasa '

‘sehingga dapat dlpertanggung]awabkan :
. Etika Pengadaan '

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan |
Barang/Jasa harus mematuhl ctika sebagai berikut:

‘a.

melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai: sasaran = kelancaran dan

: ketepatan tercapamya tujuan pengadan barang/ jasa;

beketja secara profesxonal mandiri, dan menjaga

~ kerahasiaan informasi yang menurut- sﬂ'atnya harus

~ dirahasiakan untuk menccgah penyxmpangan Pengadaan
‘Barang/Jasa; . :

‘tidak saling mempengaruhl baJk langsung maupun t1dak

langsung yang berakibat persamgan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan -
yang ditetapkan sesuai dengan kcsepakatan tertulis
pihak yang terkait; :

menghindari dan - menccgah ter_]admya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (conflict
of interest). Pertentangan kepentmgan plhak yang terkait

- sebagaimana dimaksud dalam hal:

1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel 1nt1 pada
- suatu badan usaha, merangkap sebagai  Direksi,

| .Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan

- usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;



2) Konsultan perencana/pengawas . dalam Pekerjaan
Konstruksi bertmdak 'sebagai pelaksana Pekerjaan

- Konstruksi yang .direncanakannya '/ diawasinya, .
~ kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekexjaan :

- terintegrasi; : . '

~ 3) Konsultan manajemen konstruksx berperan sebagal-
konsultan perencana;

4) Pengurus/manajer kopera81 merangkap sebaga1 PPK/
 Pokja  Pemilihan/ " Pejabat . Pengadaan : pada
~ pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa d1 Kementenan/ B

o _Lembaga/ Perangkat Daerah; = A
.8) PPK/ Pokja Pemlhhan/ Pejabat Pengadaan ba1k '
- langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
o menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau .

- 6) Beberapa badan usaha - yang mengikuti Tender/
Seleksi yang sama; dikendalikan baik langsung -

_ ~maupun tidak langsung oleh pihak yang sama,
. dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima

puluh persen) dlkuasaJ oleh’ pemegang saham yang

- sama. = o

f. menghmdan dan mencega.h tcr_]adlnya pemborosan dan
~kebocoran  keuangan - negara dalam pengadaan
barang/jasa; . o -
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wcwenang'
‘dan atau kolusi dengan. tujuan untuk keuntungan
‘pribadi, golongan, atau fihak lain yang secara langsung :
‘atau tidak langsung meruglkan Negara; dan

h. tidak - menerima, tidak menawarkan, atau . tidak
. -menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
~ imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada
- siapapun yang diketahui atau patut dlduga berkaitan .
- dengan Pengadaan Barang/Jasa o -

. PA/ KPA wajib menyusun rencana umum pengadaan, baik

pengadaan melalui Tender/ Seleksi/Penunjukan Langsung/ -
' E-Purchasing dan diumumkan secara terbuka - kepada

masyarakat luas melalui papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, =~ website. =~ Pemerintah - Daerah
(www.lpse. karanaanyarkab go.id), dan portal pengadaan-
nasional melalui UKPBJ (SIRUP)." ' ' g

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mehputl kchatan-

kegiatan sebagai berikut:

'a. mengindentifikasi kebutuhan 'vBarang/Jasa yang
‘diperlukan Perangkat Daerah; . . f

" b. menyusun dan menetapkan . rencana penganggaran
untuk Pengadaan Barang/Jasa; : ,

c. menctapkan kebijakan umum tentang

1) pemaketan pekexjaan,
2} cara Pengadaan Barang/Jasa;- - '
- 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa, dan
4) menyusun Kerangka Acuan Kexja (KAK) .
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7. Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran L

j_ a. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaranA
pengadaan barang/jasa . yang terdiri atas: biaya
barang/jasa  itu sendiri, ‘biaya perencanaan, biaya
pendukung dan biaya administrasi yang dlperlukan |
untuk pelaksanaan proses pengadaan sesuau dengan
peraturan perundang-undangan, .

~b. Bxaya admmlstrasx dapat terdiri dari: j R

- 1) biaya pengumuman pengadaan,

2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan m1salnya
PA/KPA, PPK,UKPBJ/Pejabat Pengadaan Pengawas
Lapangan PPHP/P_]PHP v . o

3) biaya survei lapangan/pasar; o o )

4) biaya - penggandaan - Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa,v : ‘ L

- 5) Biaya ATK, makan minum rapat dan - >

. 6) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain:
biaya pcndapat ahli hukum kontrak, biaya ujx coba. .

‘c. Biaya administrasi untuk keglatan/ pekexjaan yang akan

' dllaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang
namun proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan - harus dlscdxakan pada tahun
anggaran berjalan; - .

 d. Prosentase biaya adm:mstra& sebagmmana dlmaksud
- pada huruf b dan c di atas ditetapkan sebagai berikut :

1) Plafond anggaran sampai dengan Rp200. 000. 000, OO .
(dua ratus juta ruplah) pahng banyak 6 ) (enam
o perseratus); : '
. 2) Plafond anggaran dlatas Rp200 000 000 00 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan RpS500.000.000,00 (lima
.. ratus juta rupiah) paling banyak 5% (lima perseratus); =
. 3) Plafond anggaran diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus
~ juta rupiah) sampai dengan Rp700. 000.000,00 (tujuh
ratus juta ruplah) pa.hng banyak 4% (empat o
perseratus);
" 4) Plafond anggaran dlatas Rp700 000. 000,00 (tu_;uh
~ ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00
(satu  miliar ruplah) pallng banyak 3% 3 (tlga '
‘perseratus); -
5) Plafond anggaran dlatas Rpl 000 000 000, 00 (satu
miliar ruplah) palmg banyak 2% (dua perseratus), o

8 Dalam menyusun- blaya pelaksanaan pengadaan, harus
~diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandamya
texjadl tender/ seleksi gagal.. v -

- IIL PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA -

1. Per31apan Swakelola ,

- a. Persiapan pengadaan Barang/Jasa melalul swakelola}.‘
" meliputi sasaran, penyelenggara swakclola ' rencana
keglatan Jadwal pelaksanaan, dan RAB C



w

b

Penetapan sasaran pekerjaan swakelola dltetapkan oleh

- PA/KPA;

C.

~Penetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebaga1

~ berikut:
1) tipe T p¢nyelenggara swakelola dxtetapkan oleh

PA/KPA;

e 2) tipe II tim persmpan dan tim pengawas dltetapkan

oleh PA/KPA, serta tim. pelaksana dltetapkan oleh -
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain
pelaksana swakelola;

- 3) tipe III tim persiapan dan tim pengawas dltetapkan :

oleh Pimpinan ormas pelaksana swakelola; atau

v4) tlpe IV Penyelenggara swakelola dltetapkan oleh

plmpman kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

. rencana  kegiatan dxtetapkan oleh PKK dengan

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu

- yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri; ,
. tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan o

swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh

-melebihi 50% (lima puluh persen) darl jumlah anggota o

 tim pelaksana,

‘hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui
-swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf c

 dituangkan dalam KAK Keglatan/ sub keglatan/ output;

£.

a.

b.

dan

rencana kegiatan yang d1usulkan oleh kelompok'

- Masyarakat d1eva1uas1 dan dltetapkan olch PPK.

. Blaya Pcngadaan

Biaya Pengadaan Barang /Jasa melalul swakelola
dihitung berdasarkan komponen ‘biaya pelaksanaan

- swakelola; dan

PA dapat mengusulkan standar blaya masukan/

- keluaran Swakelola kepada Bupatl

. Persxapan Pengadaan Barang /Jasa melalLu penyedla oleh L

PPK meliputi kegiatan :

Lo g

a
" yang dapat dipertanggungjawabkan;

M

menetapkan HPS; ,

menetapkan rancangan kontrak : '
menetapkan spesifikasi teknis / KAK dan /atau ‘
menetapkan uang muka, jaminan uang muka, Jamman
pelaksanaan, Jamman pemeliharaan, sertlﬁka31 garansx» ,

~dan/ atau penyesuaxan harga
. Penetapan HPS

HPS d1h1tung secara keahhan dan menggunakan data

HPS telah memperhitungkan keuntungan dan blaya

" tidak langsung (over head cost);

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bers1fat rahasia;
Total HPS merupakan hasil perhltungan HPS ditambah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), o .

"HPS dlgunakan sebagal
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1) alat untuk memlau kewajaran harga penawaran dan/ :

- atau kewajaran harga satuan; :

2) dasar untuk menetapkan “harga . batas tert1ngg1

penawaran -yang sah dalam Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lamnya dan

3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan

Pelaksanaan bagi penawaran . yang nilainya lebih

- rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

HPS tidak menjadi dasar pcrhltungan kerugian negara;

. Penyusunan HPS dikecualikan = untuk Pengadaah
Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak
‘Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ruplah), E-Purchasmg, __

dan Tender pekerjaan terintegrasi; -

. Penetapan HPS paling lama 28 (dué puiuh delapan) hari

kerja sebelum batas akhir untuk:

1) pemasukan penawaran untuk pemxhhan dengan pasca |

kualifikasi; atau

2) pemasukan dokumen kuahfika31 untuk pem1hhan
dengan pra kuahfikasz _

Jems Kontrak

a.

Jenis kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ -
Jasa Lainnya terdm atas: .~ :

1) Lumsum

2) Harga Satuan; o
3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, -

N 4) Terima Jadi (Turnkey); dan

5) Kontrak Payung.

) ems Kontrak Pengadaan Jasa Konsulta31 terdm atas
1) Lumsum; | '

2) Waktu Pemigasan, dan B ‘

~ 3) Kontrak Payung.

. Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang

lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap

dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai - |
berikut:

1) semua risiko sepenuhnya, :
2) berorientasi kepada keluaran; dan

'3) pembayaran didasarkan pada tahapan

produk/keluaran yang 1 dlhasxlkan sesuai dengan

- - Kontrak.

Kontrak Harga Satuan mempakan kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan

- harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas.
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang
telah ditetapkan dcngan ketentuan sebagax berikut:

‘1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat kontrak masih ditandatangani; -
2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama
atas reahsam volume peker_]aan, dan



o

pekexjaan diselesaikan.

peketjaan selesai dllaksanakan, dan

-sesuai kesepakatan dalam kontrak

Catau ,:

o a

Anggaran

: . Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak terdm atas Sl el

: l) ‘bukti pcmbehan/pembayaran, L
-2) kuitansi; - o
' 3) Surat Perintah KerJa (SPK), o

_ 4) surat perjanjlan, dan SRR

) surat pesanan

Buktl pembehan/ pembayaran dlgunakan untuk‘}*t_,‘: BT
,Pengadaan Barang/Jasa lamnya dengan mlal palmg
- banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - .~

- ¢. Kuitansi dlgunakan untuk Pengadaan Barang/Jasav‘:gj;‘ LEe
. Lainnya dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh .
 juta rupiah) sampai. dengan ) Rp 50.000.000,00 (lima -

o puluh Juta ruplah), S R

i 3) n11a1 akhn' kontrak dltetapkan setelah seluruh:?f.‘tif:’;f:"

e Kontrak Gabungan ' Lumsum dan Harga Satuan BRI
.. merupakan = Kontrak ' Pengadaan Barang/ Pekerjaan - -
' Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga e
~ Satuan dalam satu pekerjaan yang dljanpkan

._'.’Kontrak Terima Jadi - (Turnkey) merupakan Kontrak'-f_;;, ER
. Pengadaan - Pekerjaan Rekonstruksi atas - penyelesaian . .

- . seluruh pekerjaan dalam batas Waktu tertentu dengan -
"*suketentuan sebaga1 bemkut ‘ . e »

}}1) jumlah harga ‘pasti - dan tetap sampa1 selumh

:’ ;,‘»'2) pembayaran  dapat  dilakukan | berdasarkan tenmn} .

o .*Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuanv IR
.~ dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang =
. ‘belum dapat ditentukan  volume  dan/atau waktu - R
. penglnmannya pada saat kontrak dlta.ndatangam ’

- h. Kontrak berdasarkan Waktu - Penugasan merupakan
.. Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang-f R
. lingkupnya " belum - bisa - didefinisikan dengan  rinci -~ =
. dan/atau waktu yang dlbutuhkan untuk menyelesa.lkan“; B
L pekeljaan belum bisa d1past1kan B " e e

‘i, Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan' PRSI
e Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun =
- Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan = - 0
. pejabat yang berwenang sesuai - dengan - ketentuan‘l_j.
EE jg_;lperaturan perundang~undangan dapat berupa : Y
SR 1) pekerjaan yang penyelesalannya lebih - dan 12 (dua R
- belas) bulan atau leblh dan 1 (satu) Tahun Anggaran, C

e '2) pekerjaan yang membenkan manfaat leblh apablla‘, : R
“dikontrakkan untuk jangka waktu Ieblh dari 1 (satu) s
Tahun Anggaran dan pa]mg lama 3 (tlga) Tahun ";



~ - d. SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
S dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus
Juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan
pxlal palin.g sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) - sampai dengan  nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 - (dua ratus juta  rupiah), dan
- pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai p‘éling
-banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
¢. Surat perjanjian - digunakan pada Pekexjaan
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai
paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling
Zedikit diatas Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
f. Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Bararig/Jé.sa ’
- melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring
. 7. Pemberian uang muka = . R -
. a. uang muka dapat diberikan untuk persiapan
pelaksanaan pekerjaan ; - I ', -
b. uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak
untuk usaha kecil; - = L S
2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak
untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa Konsultansi ;
atau S T
3) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak
untuk kontrak tahun jamak. . =~ ’ o

c. pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan
SR kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan.
8. Jaminan Pengadaan barang /Jasa ~ - ..
a. Jaminan pengadaan barang /jasa terdiri atas:
1) Jaminan Penawaran; = =
2) Jaminan Sanggah banding;
3) Jaminan Pelaksanaan; -
4) Jaminan Uang Muka; dan.
5) Jaminan Pemeliharaan. = .~ L
 b. Jaminan penawaran dan jaminan sanggah Banding
hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
Jaminan dapat berupa bank garansi atau surety bond;
Bentuk jaminan bersifat ST ' D
1) tidak bersyarat; - - 0
2) mudah dicairkan;dan - = . -
3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat

o

14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah
‘pencairan - dari pokja - pemilihan/PKK/pihak yang .

diberi kuasa oleh pokja pemilihan/PKK diterima.
e. Pengadaan jasa konsultansi tidak -diperlukan jaminan
* penawaran, jaminan sanggah ~Banding, Jaminan
Pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan; -
f Jaminan dari Bank Umum, perusahaan jaminan,
" Perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang
LT menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan,
g dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia dapat
'~ digunakan untuk semua jenis jaminan; dan -




it i

ERa | g _ Perusahaan penjamman perusahaan Asuransg daﬁ - YT
S lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
- bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk

,mendorong ekspor. Indonesia ‘sesuai dengan ketentuan .

. pemblayaan : ekspor Indonesm ‘adalah - perusahaan
- penerbit  jaminan . yang mem111k1 izin - usaha ‘dan
' pencatatan produk suretysth d1 otorltas Jasa Keuangan B

i 9 Jamlnan Penawaran

a Jaminan penawaran d1berlakukan untuk n11a1 total |
- HPS Pallng sed1k1t dlatas Rp 10 000 000 000 00 (sepuluh .
~ miliar ruplah), p :

-~ - b. Jaminan penawaran’ beéamya antara 1% (satu persen) :

- hmgga 3% (tiga persen} dari nilai total HPS; dan

e (tlga perscn) dari nilai Pagu Anggaran
10 J amman Sanggah Bandmg

- dari nilai Pagu Anggaran; dan

Pagu Anggaran

2 11 Ja.mman Pclaksanaan T

’ ,;:}..(dua ratus Juta ruplah), e
. J amman pelaksanaan udak d1per1ukan, dalam hal ;

_1) Pengadaan jasa lamnya yang aset penyed1a sudah -f o
- .. dikuasai oleh pengguna; atau: . N
. 2) Pengadaan ’oarang/ Jasa melalm E-purchaszng

 berikut :

B .'lvl) untuk n11a1 penawaran terkoreks1 antara 80%  :? .
" - (delapan puluh- ‘persen) bampal dengan 100%

(seratus - _persen)  ‘dari - nilai = HPS Jamman,

_ Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen) dan mla1: .

kontrak atau .

2} ‘untuk nilai pena{varan terkorek31 dlbawah 80% :
- (delapan puluh persen) dari nilai- HPS, Jaminan Lo
pelaksanaan sebesar 5% (lnna persen) darx mlaJ totalj Sl

~HPS..

S tcnntegraSI adalah sebagai berikut :

EE 1) untuk n11a1 penawaran antara 80% (delapan puluh :
pcrsen) 'sampai dengan 100% (seratus persen) dari-
"_nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar
5% (hma persen) dan n11a1 kontrak atau

 peraturan - perundang undangan ‘dibidang lembaga o

c ,Untuk pekerjaan konstruks1 tenntegra31, Jarmnaﬁ R
- penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hmgga 3% . '

a. Jaminan Sanggah Bandmg besarnya 1% (satu persen) ]

| , b Untuk pekerjaan kontrukSI utermtegras1 Jamman.
Sanggah Bandmg besarnya 1% (satu perscn) dan nllal et

a “Jaminan pelaksanaan dlberlakukan untuk kontrak S
.- pengadaan. barang/pekerjaan - kontruksx/_lasa lainnya i Tl
. dengan nilai' paling Sedlklt dlatas Rp 200 000 000 00 o

Besarnya mlal Jamman pelaksanaan adalah sebagal 3

« ;.Bcsarnya mla1 Jamman pelaksanaan untuk pekerjaan ':jf e



o Anggaran.

- ‘e Jamman pelaksanaan berlakusampm dengan serah o

RN . serah tenma pertama Peker_]aan Kontruks1
C12. Jamman Uang Muka R

2) untuk n11a1 penawaran dlbawah 80% (delapan puluh - L
- -persen) dari nilai Pagu - “Anggaran, Jamxnan'.:"’ ».‘: o
s ‘»Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen) dan n11a1 Pagu‘_ FRTERE S

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lamnya atau -

‘a, Jaminan uang muka d1serahkan penyedla kepada PPK ‘.,:v o

. senilai uang muka; dan .

- leIal Jaminan Uang Mukai bertahap dapat d1kurang1: R

: f E ,dxterlma _
‘:Jarnman Pemehharaan

o . a. jaminan pemehharaan dlberlakukan untuk pekexjaan

. secara propors1onal sesuai dengan sisa uang muka yang-ff R

- konstruksi atau jasa la_mnya yang membutuhkan masa . i
_rpemehharaan dalam hal penyedia -menerima uang
reten31 pada scrah tenma pekerjaan pertama

" -;,,,b.'b.lamman pemehharaan d1kemba11kan 14 (empat belas) _" ' P

. hari kerja setelah masa pemehharaan selesal, dan

. persen) dari nilai kontrak R
'fScrtlﬁkat Garan31 B

 sesuai dcngan ketentuan dalam kontrak; dan -

e besarnya nilai jaminan pemehharaan sebesar 5% (hma{

al sertlﬁkat garanm ’dlbérikéﬁ' - vtér‘hédélp: - kelmkan R
- penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu

b sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak BEAE

T o ~ yang d1tun3uk secara sah oleh produsen
= '15.’  Penyesualan harga . S .

a. PcnyesuaJan harga dllakukan dengan keten’cuan sebaga1 - ,} - ,

berlkut

1) dlberlakukan terhadap kontrak tahun Jamak dengan
" jenis  kontrak = Harga - Satuan . atau kontrak -

bcrdasarkan waktu penugasan sesuai - dengan = .
" ketentuan dan persyaratan- yang- telah tercantum = . ST
~dalam * dokumen permhhan dan/atau perubahan G

dokumen pemlhhan, dan -

o 2) tata  cara perhltungan penyesuman harga harus-"',’
dicantumkan = dengan. jelas =~ dalam dokumeng}:_'»_'-j: L
pemlhhan yang merupakan baglan tldak terplsahkan»: o e

darx kontrak.

b Pcrsyaratan dan tata cara perh1tungan penyesualan: ORI

harga terdiri atas: -

1) penyesuauan hérga dlberlakukan pada kontrak"‘

18 (delapan belas) bulan; B o
2) ‘penyesuaian ‘harga - dlberlakukan d1mu1a1 bulan .

ke-13 (tlga belas) sejak pelaksanaan pekexjaan, '

_Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya 1eb1h dari o



3) penyesuaian harga satuan berlaku bag1 seluruh
~ kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen
- keuntungan biaya tidak langsung (overhead cost),
dan harga satuan t1mpang sebagalmana tercantum :
dalam penawaran; :

4) penyesuaian harga satuan dlberlakukan sesuai |
dengan Jadwa] pelaksanaan yang tercantum dalam
kontrak;

5) penyesuaian harga satuan bag1 komponen pekerjaan

~ yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaxan harga dari negara asal barang tersebut;

6) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
- diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak  adendum kontrak ' tersebut
ditandatangani; dan -

7) indeks harga yang d1gunakan dalam hal pelaksanaan
~kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan
~ penyedia adalah indeks terendah antara Jadwal
- kontrak dan reahsasx pekerjaan.

16 Metode Pemlllhan Penyed1a

a.

Metode pexmhhan penyedia Barang/ Pekezjaan/
Konstruk31 [ Jasa lamnya terdln atas :

1 ) E-purchasmg,

2) Pengadaan Langsung; .

3) Penunjukan Langsung;
4) Tender cepat; dan
5) Tender.

E-purchasmg dilaksanakan untuk barang / peker_]aan/
Konstruksi/ jasa lainnya yang sudah tercantum dalam

) katalog elektronik;

Pengadaan Langsung dﬂaksanakan untuk barang/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Penunjukan Langsung - dilaksanakan  untuk
barang/pekerjaan konstruksx/ Jasa lamnya' dalam
keadaan tertentu; g

Kriteria. barang/ pekerjaan konstruks1/ Jasa Iainnya .
untuk keadaan tertentu mehpuu ‘

1) Pcnyelengaraan penyiapan keglatan yang mendadak
" untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang
dihadiri oleh Presiden / Wakil Pre31den

2) Barang/jasa yang bersifat . rahasia untuk
 kepentingan Negara meliputi 1nte11_1e,n, perlindungan -
" saksi, pengamanan- Presiden dan. Wakil, mantan
 Presiden dan mantan - Wakil Presiden beserta
- keluarganya serta tamu negara setingkat kepala
negara/kepala’ pemermtah atau barang/jasa lain

' bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan

2 perundang-undangan, '



3) Pekeqaan kontrukm bangunan yang merupakan Satu"“f:?‘,, SR

- kesatuan sistem  konstruksi dan satu  kesatuan T
tanggung Jawab atas resiko kegagalan bangunan R
 Yang - secara  keseluruhan = tidak dapat LR

L chrencanakan/ dlperhltungkan sebelumnya;
4) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lalnnya yang o
~ hanya dapat dlsedlakan oleh 1 (satu) pela.ku usaha

- yang mampu;

~5) Pengadaan dan penyaluran bemh unggul yang

- meliputi benih pad1 ,Jjagung, dan kedelai, serta pupuk

yang meliputi - Urea, NPK dan ZA - kepada petani R

~dalam rangka menjamin- ketersediaan benih dan
- pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan -
 peningkatan ketahanan pangan; .

~ 6) Pekerjaan Prasarana, sarana, dan utlhtas umum

. dilingkungan -perumahan . bagi- . masyarakat
»'berpenghasﬂan rendah yang dllaksanakan oleh IR

pengembang yang bersangkutan

7) -Barang/pekerjaan konstruksx/Jasa lainnya yang- o

 spesifik -dan. - hanya dapat. dllaksanakan ~oleh

’pemegang hak paten = atau  pihak yang telah

L -mendapat izin dari pemegang hak paten,atau pihak R

- - yang menjadi pemegang tender. untuk mendapatkan
izin dari pemermtah atau - o |

S 8)': Barang/pekerjaan- konstmksxhasa lamnya yang”i» »'
-~ _setelah  dilakukan Tender Ulang ' mengalam1 e

kegagalan -

- b'ﬂv“""’f.-‘}';Tender cepat ¢ dllaksanakan dalam hal e
1) 'spesifikasi dan volume - pekeljaannya sudah dapat SRR

“ditentukan secara rinci; dan

 ' .2) pelaku ‘usaha  telah" terkuahﬁkam dalam SIStem o

_informasi kinerja penyedla

. Tender sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) ;'jf R

- . dilaksanakan dalam ‘hal tidak dapat- menggunakan A

- metode pemlhhan penyed1a 'sebagaimana - d:maksud

- 'pada hurufa angka 1) sampaJ dengan angka 4)

17 Metode Evaluasx Penawaran

a Metode evaluas1 penawaran penyedxa barang/pekerjaan ': s

L konstrukm/Jasa lamnya dllakukan dengan

1) Sistem n11a1 B

R 2) Penilaian blaya selama umur ekonoxms, atau e

'3) Harga terendah. = . e o
. Metode evaluasi mstem ini dlgunakan untuk pengadaan T

~ barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang |

) memperh1tungkan pemlalan teknis dan harga, SRR RURRREER
.""Metode Evaluam Pemlalan Biaya - Selama Umur"-fj';.; I

" - Ekonomis . d1gunakan untuk - pengadaan'}"j - ._ '}
- barang/pekerjaan - kontrukSI/ jasa lamnya yang

:"’..’?mernperhxtungkan faktor umur ekonomls, harga, biaya

o ‘operasional, biaya pemehharaan, dan n11a1 sisa dalam’ o

o Jangka Waktu operaSI tertentu, dan



- d. Metode Evalua31 Harga Terendah dlgunakan untuk"‘ "

18.

19.

a.

pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya
dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang

dlantara penawaran yang memenuh1 persyaratan
teknis. . _ ,

‘Metode Penyampa1an Dokumen Penawaran

Metode penyampaian ‘dokumen penawaran dalam

pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan konstrukm/ jasa
lainnya dilakukan dcngan B :

1) 1 (satu) file; .
2) 2 (dua) file; atau
3} 2 (dua) tahap. v ' ' '

Metode satu file - chgunakan untuk pengadaan o
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
menggunakan metode evaluam harga terendah; ’

Metode  dua - file - menggunakan pengadaan
Barang/ pekexjaan konstruksi/jasa lainnya yang
memerlukan pemlalan teknis terlebih dahulu, ‘

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/pekerjaan ‘kontruksi/jasa Lamnya yang o -

memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) spesifikasi tekmsnya belurn b1sa d1tentukan dengan N :

- pasti;
2) mempunyai beberapa altcrnatlf penggunaan sistem
- dan desain penerapan teknologi yang berbeda; -

' 3) dimungkinkan  perubahan  spesifikasi teknis

- berdasarkan klarifikasi . penawaran tekms yang L
“diajukan; dan/atau : :
4) membutuhkan penyetaraan tekms -

Metode Pemilihan Penyedla Jasa Konsulta1131 -

a.

Metode permhhan penyedxa _]asa konsultansx terdm atas -

1) Seleksi; L
2) Pengadaan langsung, dan
3) Penunjukan langsung. : - '
Seleksi dilaksanakan untuk Jasa konsultans1 bermlal :
paling sedikit dlatas Rp 100 000 000, 00 (seratus Juta
rupiah);

Pengadaan Langsung dllaksanakan , untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); '

' Penunjukan Langsung dxlaksanakan dalam keadaanv

tertentu :
Kriteria Jasa Konsultans1 dalam keadaan tertentu

~ meliputi: -

1) Jasa konsultan31 yang hanya dapat dllakukan oleh 1
(satu) pelaku usaha yang mampu;

2) Jasa Konsultansi yang hanya dilakukan oleh 1 (satu)

pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;



- 3) Jasa KonSultanm dlbldang hukurn mehputl :
- konsultansi hukum/advokasi = atau pengadaan

arbiter yang tidak direnicanakan sebelumnya, untuk

menghadapi gugatan dan/atau pembelaannya harus :
~ segera dan tidak dapat ditunda; atau S
4) Permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia

jasa konsultansi yang sama. "
Dalam hal dilakukan Penunjukan- Langsung untuk
penyedia jasa konsultansx, dxbenkan batasan pahng .

-banyak 2 {(dua) kali.

20. Metode evalua51 penawaran penyedxa jasa konsultansx .

2L

22,

a.

Metode evaluasi penawaran penyedla _]asa konsultan31 -

dilakukan dengan :

1) Kualitas dan B1aya, -
2) Kualitas; T
3) Pagu Anggaran; atau o
4) Biaya Terendah. ‘

. Metode evaluasi kualxtas dan bxaya dlgunakan untuk .

pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga
ahli, dan waktu penyelesaian pekexjaan dapat dmraxkan
dengan pasti dalam KAK;

Mctode evaluasi kualitas dlgunakan untuk pekerjaan .
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan
waktu penyelesaian pekerjaan tidak ‘dapat diuraikan
dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedla »
jasa konsultansi perorangan ) '

Metode evaluasi pagu anggaran hanya dlgunakan untuk
ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran
tidak boleh melebihi pagu anggaran; dan -

Metode evaluasi biaya terendah hanya dlgunakan untuk
pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktlk dan
standar pelaksanaan pekexjaannya sudah mapan ‘

Metode Penyampaxan Dokumen Penawaran pada pemlhhan |

- penyedia jasa konsultansa ‘ v
metode penyampaxan dokumen penawaran ‘pada

a.
pemlhhan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan
langsung dan penun_]ukan langsung menggunakan
metode satu file; dan ~ o S

b. metodc pcnyampauan dokumen penawaran pada -
pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui selek51 .
menggunakan metode dua file .

Kuahﬁkasx o ‘ o

a. Kualifikasi merupakan - evalua31 . kompeten31,

~ kemampuan usaha, dan penumbuhan persyaratan

- sebagat penyedia;

b Kualifikasi d11akukan dengan pascakuahﬁka31 atau‘}

prakuahﬁkas1, o



.-‘__Pascakuqhﬁkam dllakukan pada pelaksanaan Pemlhhan
. -sebagm berikut: " SRR L e
-_.1) ‘Tender - Pencadaan barang/ Pekerjaanv‘_1?':»'*'.
konstmk31/ jasa Iamnya untuk pengadaan Yang o

bersifat tidak kompleks; atau

.2) Sclehsx _]asa konsultans1 pcrorangan R
. Kualifikasi - pada B pascakuahﬁka51 sebagalmana': A
“dimaksud pada huruf ¢ -dilakukan ‘bersama dengan-
f_pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan" AR
- metode mstemgugur BRI PE R R A
. Prakualifikasi - dllaksanakan Pé.da:-"' Pelaks”anaahv T
| v,_permhhan sebagau benkut : Gl
1) Tender Penga.ndaan o Barang/pekerjaanﬂ-zf_v:v R
konstruksx/;asa Lcunnya untuk pengadaan yang”_-:.,vf_v

‘bersifat kompleks; - .

2) Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha dan -

o 3) Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan . .
" konstruksi/jasa . konsultansi : badan usaha/_;asa e

~konsultansi pe:orangau/jasa lmnnya. ’

_i{uanmmm pada prakusiifikas! uabusaﬁmaﬁu dlm.aknud L
prda huru! e dilalcukan sebelum pcmasukan penaWaran” R
dcngan m:;nggunakan metode C . -

; ,1) sistem gugur untuk penyedxa barang/pekerjaanf-_tYJ-"’ ,,:,>

kontru}:sx/ jasa Ifunnya atau’

. 2) sistem pembobotan dcngan ambahg bat as Untuk:":':'_‘-:-ff!

penyedla jasa konsultan31

."Haszl prakuahfikas1 menghasﬂkan . R
) daftar neserta’ Tender Pen"adaan Barang/peker_]aan{j LT

‘konstruksi /jasa Lamnya atau -

2) dafta.r pendek peserta selekm Jasa kohsultanm o LT
.Dalam hal _pelaku usaha telah terkuahﬁkas1 dalam:[ RSN
sistem = informasi kmerja penyedla, udak dlperlukan R
-_vpembuktlan kuahﬁka& e T B
" iPok]a pemxhhan ‘ dllarang menambah persyaratan' o PR
.kuahﬁkam yang dlsknmma’uf dan tldak ob_]ektlf dan - -
" Pengadaan Barang/_]asa yang ber31fat kompleksvf';
~ _ sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) adalah = .

’ ._’,Pengadaan Barang/ pekexjaan konstrukm/ jasa Lainnya =

yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi

tinggi, menggunakan peralatan yang ‘didesain khusus, - c
L dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagalmana S
" cara memenuhi kebutuhan dan tu_]uan pengadaan,:» B

. Barang/Jasa

23, Jadwal permhha_n untuk setlap;’ 'tah'ap | 'ditetdpkan‘
" berdasarkan alokasi - waktu yang - ~cukup bag1 pokijn |
- pemilihan ‘dan’- peserta - pem111han -.SeSual. | _,de,ngan}. L

‘.}'kompleksﬁas pekexjaan, A




24, Dokumchlpeh;xilih}:ah icrdifi atélé )

-a. Dokumen Kualifikasi; dan ~ SR
b Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan ~ Langsung

Pengadaan Langsung

 IV.PELAKSANAAN PENGADAAN :BA'RANG/JASA 'MELALUI
~ SWAKELOLA Lo
1. Pelaksanaan Swakelola R

- a.

Pelaksanaan swakelola tlpe I »dilak_ukan ._ f dengan i

ketentuan sebaga1 berikut :

1) PA/ KPA dapat menggunakan pegawm Kementenan/
Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%
~{lima puluh persen) dari Jumlah tim pelaksana; dan

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa
- melalui penyedia, d1laksanakan sesuai ketentuan
dalam Peraturan Bupau ini.

Pelaksanaan swakelola “tipe II : dilakukan dengan
ketentuan sebagax benkut =

1) PA/ KPA melakukan kcsepakatan kcxja sama dengan

Kementerian/Lembaga/ Perangkat ' Daerah _ lam
- pelaksanaan swakelola; dan

| 2) PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kexja }
sama sebagalmana dimaksud pada angka 1).

Pelaksanaan swakelola txpe I dllakuk:an bcrdasarkan '

- kontrak PPK dengan punpman ormas;

Pelaksanaan swakelola 'upe v d1lakukan berdasarkan
kontrak PPK dengan plmplnan kelompok Masyarakat

.dan -

Untuk pclaksanaan swakelola txpe II, t1pe piil dan tipe IV -

- nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah

termasuk kebutuhan barang/ )asa yang dlperoleh melalui
 penyedia. .

2 Pembayaran Swakelola

 Pembayaran swakelola_ dllakukan sesuaz dengan ketentuan
a -»peraturan perundang-undangan T .

3. Pengawasan dan Pertanggun.awaban swakelola

a.

tim pelaksana melaporkan kemaJuan pelaksanaan ,
swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara
“berkala; :

. tim pelaksana mcnyerahkan hasﬂ pekexjaan swakelola

kepada PPK dengan berita acara serah terima; dan/atau
pelaksanaan swakelola dxawasx oleh Txm Pengawas secara
berkala. :

V PELAKSANAAN 'PENGADAAN - _BARANG/ JASA . »MELAL‘UI :
 PENYEDIA | S
1. Pclaksanaan pcmlhhan penycdla



n pelaksanaan pemlhhan rnelalul Tender/ Selek31 mehputl

1) Pelaksanaan kuahﬁkam I Bt
- 2) Pengumuman dan/atau undangan, PR oo LT
" 3) Pendaftaran dan pengembahan dokumen pcmlhhan, PR

. 4) Pemberian penjelasan; = o LT
-... 5) Penyampaian dokumen penawaran, AR
. _6) Evaluasi dokumen penawaran; = e

T 7) penetapan dan pengumuman pemenaﬁg, dan

8 Sanggah. o
.‘,Sclam ketentuan scbagmmana d1rnaksud pada angka 1) S
. untuk . pelaksanaan - pemilihan peker_]aan konstruk51 R

S dxtambahkan tahapan sanggah bandmg, e C ,v |
e ?‘Pelaksanaan pemzhhan sebagalmana dimaksud pada L

. angka (1) untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan

o * Klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran tekms dan | -‘j,:'; “

blaya setelah masa sanggah selesai;

Pelaksanaan pemlhhan melalm Tender cepat dengan
ketentuan sebaga.l berikut: - ' SRS SR

1) Peserta - telah terkuahﬁka31 dalam smtem 1nformaslf_":v} R

- kinerja pcnyedxa, RSN

Lo 2) Peserta hanya mefnasukan penawaran harga,

3) Evaluam penawaran harga d1lakukan melalm ap11ka31, AR

4) Penctapan pemenang berdasarkan harga penawaran g L

terendah

e, Pelaksanaan  Bpurchasing wajib dilakukan  untuk
' barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan -
" nasional _dan/atau strategis yang dltetapka_n | oleh IR

o Menten, Kepa.la Lembaga, atau Bupau

Pelaksanaan penunJukan langsung dllakukan dengan |
 mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dlplllh dengan»
- disertai negosiasi teknis maupun harga; - '

& Pelaksanaan. pengadaan langsung dilakukan. sebagax o
‘vj-.:._berlkut ‘ SRR e T

N 1) Pembehan/ pembayaran langsung kepada penyedlaf} U

- menggunakan bukt1 pembehan atau ku1tans1, atau -

o 2) Permintaan = penawaran - yang ~disertai - dengan'{f

~ Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepadav_‘:f o
pelaku usaha untuk pengadaan Iangsung yang R '

menggunakan SPK

, :.'.:_Pemlhhan dapat segera dxlaksanakan setelah RUP
d;umumkan, L T . o
;"."«;Untuk barang/Jasa - yang kontraknya harus;v,:i’-
f"_dxtandatangam pada awal tahun, pemlhhan dapat‘. IR T
~ dilaksanakan setelah: = e e LD U
) Penetapan Pagu Anggaran K/L atau

2) Persetujuan RKA - Perangkat Daerah sesuax dengan :
ketentuan peraturan perundang-undangan R '




] Pelaksanaan pemilihan sebagaimana ' dimaksud ‘pada
‘huruf i dilakukan setelah RUP diumumkan terleb1h‘
dahulu melalui apl:kasx SIRUP; ’

Ic, Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode
‘penawaran harga secara.bemlang (E-reverse Auction).

. Tender/Seleksi Gagal
a. Prakualifikasi gagal dalam hal

1) Setelah pemberian waktu perpan_;angan tldak ada -

- peserta yang menyampmkan dokumen kuahfikas1,

- atau : o

- 2) Jumlah pescrta yang lulus prakuahﬁkam kurang darl -
3 (tiga) peserta. : :

' b. Tender/seleksi gagal dalam hal:

1) terdapat kesalahan_ dalam proses evaluasi; ‘
 2) tidak ada - peserta yang menyampaikan dokumen
penawaran  setelah ada pembenan ‘waktu
perpanjangan; ‘ _
-3) tidak ada peserta yang lulus evaluas1 penawaran; . -
4) ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau s
tidak . sesuai dcngan ketcntuan dalam peraturan
~ bupati ini;
- 5) seluruh peserta terhbat korup31, kolu31 dan ncponsmc -
(KKNj); v
6) seluruh peserta terhbat persamgan usaha txdak sehat
'7) seluruh  penawaran harga - Tender /Pengadaan
Barang/ pekexjaan kontruk31/ jasa Lamnya dlatas ’
. HPS; .
8) negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapau, dan / atau
~ 9) KKN melibatkan pokja pemlhhan/ PPK.-

e Prakualifikasi gagal dan Tender/ Seleks1 gagal dmyatakan -
oleh pokja pemilihan; - -

~d. Tender/seleksi gagal sebagmmana dlmaksud pada huruf
~ bangka9 dmyatakan oleh PA/ KPA;

e. Tindak lanJut dari prakuahﬁkam gagal Pok_]a Permhhan ‘
- segera melakukan prakuahfikam ulang dengan
‘ketentuan : .

1) setelah prakuahfikasx ulang jumlah peserta yang lulus |
-2 (dua) peserta, proses tendcr/ selekm dllanjutkan,
atau '

2) setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus
(satu) - peserta, dilanjutkan dengan proses
penunjukan langsung.

f  Tindak lanjut dari Tcnder/ Seleksx gagal Pokja Pemilihan
 segera melakukan: |
1) evaluasi penawaran ulang,
'2) penyampaian penawaran ulang; atau
. 3) Tender/Seleksi ulang.
-g. Evaluasi penawaran ulang dllakukan dalam hal
ditemukan kesalahan evaluasi penawaran; -



h Penyampman penawaran ulang dllakukan untuk Tender/

seleksi gagal sebagaimana dimaksud ‘pada huruf b o

~ angka 4) dan angka 8); '

Tender/ Seleksi ulang -sebagaimana dimaksud pada
huruf f angka 3), dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal -

- sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), angka 3)

angka 5), angka 6), angka 7) dan angka 9),
Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan

- dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan

Langsung dengan kriteria:

1) kebutuhan tidak dapat dltunda, dan

a,

2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/
Seleksi. ' o .

. ‘Pelaksanaan Kontrak

Pelaksanaan Kontrak terdln atas: -

1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedla Barang/Jasa "
(SPPBJ); . ‘

" 2) Penandatanganan ] Kontrak

' 3) Pemberian uang muka;

- 4) Pembayaran prestasi pekexjaan, )
_ 5) Perubahan Kontrak;
- 6) Penyesuaian harga; -

* '7) Penghentian Kontrak atau Berakhlmya Kontrak
" 8) Pemutusan Kontrak; '
~ 9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau L
-10) Penanganan Keadaan Kahar. -

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjlan atau

menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal -

. belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup
- tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan

~dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia

untuk keglatan yang d1b1aya1 APBN/ APBD

. Pcmbayaran Presta31 Pekexjaan

a.

pembayaran presta& pekerj]aan diberikan kepada
Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembahan uang
muka, retensi, dan denda. :

retensi sebesar 5% (hma persen) d1gunakan sebagal h
Jaminan Pcmehharaan Pekerjaan -Konstruksi atau -

- Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan}

masa pemeliharaan;
dalam hal Penyedia menyerahkan sebaglan pekerjaan 1

‘kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus

dxlengkap1 bukti pembayaran kepada subkontraktor '
sesuai dengan realisasi pekerjaannya; 3
pembayaran prestas1 pekexjaan dapat dlbcnkan dalam' i

bentuk:
1) pembayaran bulanan, '

~ 2)pembayaran berdasarkan "'f.ahapan» penyelesaian

pekerjaan/termin; atau



3) pembayaran secara sekahgus setelah penyelesalan
pekerjaan. -
pembayaran dapat dxlakukan sebelurn presta31 pekexjaanv
untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Kkarena sifatnya
dilakukan pembayaran terlebih - dahulu sebelum

' barang/ jasa diterima, setelah Penyedia’ menyampmkan a

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; = .
pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau

~ bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari

hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekexjaan dan tclah :
dicantumkan dalam Kontrak; dan .

ketentuan mengenai pcmbayaran ‘sebelum prestas1

~ pekerjaan dilakukan sesuai dengan kctcntuan peraturan

perundang- undangan.

. Perubahan Kontrak

Ca.

dalam hal terdapat perbedaan antara kondls1 lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

o spes1fika81 teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen

a.

b,

S d

Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan'

perubahan kontrak, yang mehputx -

1) menambah atau mengurangl volume yang tcrcantum
- dalam Kontrak;

2) menambah dan/ atau mengurang1 Jems kegxatan

3) mengubah spesifikasi . tekms sesuai dengan kondisi
'lapangan; dan/ atau i o B

4) mengubah jadwal pelaksanaan. I 3

Dalam hal perubahan - ‘kontrak - mengakibatkan

penambahan nilai - kontrak, perubahan kontrak

dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai

o kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari

harga yang tercantum dalam Kontrak awal

Keadaan Kahar

dalam hal terjadl keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak"'
dapat dihentikan;

‘dalam hal pelaksana dan Kontrak dllanjutkan, para'-

pihak dapat melakukan perubahan kontrak;
perpanjangan waktu untuk penyelesalan Kontrak
disebabkan keadaan kahar dapat melewatx Tahun
Anggaran; dan

tindak lanjut setelah ter;]adlnya keadaan kahar dlatur -
dalam Kontrak. - , v -

‘ Penyelesaian Kontrak
a.

dalam - hal Penyedla gagal menyelesalkan pekerjaan‘
sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK

‘menilai bahwa Penyedia mampu . menyelesaikan

' pckerjaan, PPK memberikan. kesempatan Penycdla untuk

menyelesaikan pekerjaan; v ,
pemberian  kesempatan kepaday Penyedla - untuk
menyelesaikan pekexjaan, ‘dimuat dalam adendum

~ kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian

pekerjaan, pengenaan sanksi. denda - keterlambatan
kepada  Penyedia, dan ' perpan_]anga_n ‘Jaminan
Pelaksanaan; dan =~ R i :



. c pémbenafi kééempétan ‘kepada Penyedia untuk
~menyelesaikan pekerjaan, -dapat. melampaui Tahun
Anggaran. : P v

8. Serah Terima Hasﬂ Peker]aan -

- a, setelah pekexjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai

' dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia

mengajukan permintaan secara tertuhs kepada PPK
untuk serah terima barang/j jasa; -

| 'b. PPK melakukan pcmcnksaan terhadap barang/ Jasa yang
o dlserahkan, dan

c. PPK dan Penyed1a menandatangam Benta Acara Serah
- ‘Terima. . o v

- 9. Penyerahan Barang dan Jasa ‘5 , ,
" a. PPK menyerahkan barang/ Jasa kepada PA/ KPA; ,
" b. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melalmkan

pcmemksaan administratif terhadap barang/ jasa yang o

. akan diserahterimakan, dan
c. Hasil pemeriksaan dlmangkan dalam Benta Acara

o ‘- vz PENGADAAN KHUSUS

1. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pcnanganan‘
~ Keadaan Darurat ' :

"a. Penanganan keadaan' damrat d:lakukan : untuk o

keselamatan/ perlmdungan masyarakat atau warga
negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau

Iuar negeri yang pelaksanaannya udak dapat ditunda dan o

- harus dilakukan segera; .
b Keadaan darurat mehputl

1) bencana alam, bencana non—alam, dan/atau bencana
" sosial; ‘ » :
2) pelaksanaan opera31 pencanan dan pertolongan,

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu R
kegiatan pelayanan publik; = ‘

4)bencana alam, bencana non-alam, bencana sos1al L

. perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
- negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah
asing yang memiliki dampak langsung terhadap
~ keselamatan dan ketertlban warga negara Indonesxa dl
luar negeri; dan/atau’ o

5) pemberian ‘bantuan kemanus1aan kepada negaxa lain

- yang terkena bencana. -

. c. Penetapan keadaan darurat dllakukan sesuai dengan

' ketentuan peraturan perundang-undanga_n ' :

- d. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat
: dan transisi darurat ke pemulihan. -
" e. Untuk penanganan keadaan darurat, PPK menun_luk
- Penyedia terdekat yang 'sedang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
Pengadaan Barang/ J asa sejem°



’_f

Penanganan keadaan darurat dapat dxlakukan dengan
penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan

‘pekerjaan permanen ma81h dalam kurun Waktu keadaan

darurat.

'Penanganan keadaan darurat yang hanya b1sa diatasi
~ dengan konstruksi permanen, penyelesalan pekegaan

- dapat melewatl masa keadaan darurat.
2. Penelitian . '

‘a’

2) menetapkan program " penehtlan tahunan yang L

Penelitian dllakukan oleh

1) PA/ KPA pada Kemehténan/ Lembaga/ Perangkat

Daerah sebagai penyelenggara penehtlan, dan

2) pelaksana penelitian,

Penyelenggara penelitian memiliki kcwenangan .

1) menetapkan rencana strategis - penelitian yang
‘mengacu pada arah pengembangan penchtlan o
nasional; .

mengacu pada rencana strategis: penehtlan dan/atau
untuk mendukung perumusan dan penyusunan
‘kebijakan pembangunan nasional; dan .

o 3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan pene11t1an

. Pelaksana penelitian meliputi: . _
- 1) Individu/kumpulan "individu mehputl Pegawa,t SRR
Aparatur Sipil Negara/ non-Pegawm Aparatur Slpll o

Negara;

- 2) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

3) Perguruan Tinggi;
4) Ormas; dan/atau

- 5) Badan Usaha.. . ' o
. Pelaksana penelitian d1tetapkan berdasarkan hasﬂ '

kompetisi atau penugasan..

Kompetisi - dllaksanakan ' mela1u1 _ selek31 proposal |
~ penelitian. :

Penugasan dltetapkan oleh penyelenggara penehnan
untuk penelitian yang bersifat khusus. ,
Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja
dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau Ieblh
dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.

Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelman

.. selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melcb1h1 1 (satu)

Tahun Anggaran.
Pembayaran pelaksanaan penelman dapat dxlakukan
secara bertahap atau sckahgus sesua1 dengan kontrak

~ penelitian. _
Pembayaran dxlakukan berdasarkan produk keluaran o

sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.

Ketentuan lebih lanjut mengena1 penelitian diatur dengan
peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bldang nset teknolog1 dan pend1d1kan

~ tinggi.



VIL USAHA KECIL PRODUK ! DALAM NEGERI DAN PENGADAAN :
” BERKELANJUTAN L '

1. Peran Serta Usaha Kec1l

a.
b.

C.

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mlkro dan Usaha Kec11 _
Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas
peran serta usaha kecil.© .

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-

banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan =

prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat kesatuan
sistem, dan kualitas’ kemampuan teknis.

. Nilai paket  Pengadaan '; : Barang/ Pekexjaan

Konstruksi/Jasa . Lainnya ~ paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar hma ratus juta rupiah),
dicadangkan - dan peruntukannya bagi usaha kecil,

kecuali untuk paket - pekerjaan = yang menuntut . |

‘ kemarnpuan teknis yang tldak dapat dipenuhi oleh usaha : |

kecil.

. LKPP dan Kcmentenan/ Lembaga/ Pemermtah Daerah

memperluas peran - serta usaha kecil dengan
mencantumkan barang/ Jasa produkm usaha kecﬂ dalam

katalog elektronik.
- Penyedia usaha non—kecﬂ yang melaksanakan pekexjaan

dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil
dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja
sama lainnya, jika ada usaha kecil yang: mem1hk1
kemampuan di bidang yang bersangkutan

) Penggunaan Produk Dalam Negeri

a.

Kementerian/ - Lembaga/ Perangkat 'Daerah wajib |
menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional. o

Kewajiban penggunaan -produk dalamnegen dxlakukan
jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa

" dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
~ ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) palmg

rendah 40% (empat puluh persen).
Perhitungan TKDN dan BMP sebagalmana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kctentuan

peraturan perundang-undangan..

Ketentuan sebagaimana, dlmaksud pada huruf (b) dan
huruf (c) dicantumkan dalam 'RUP, spesxﬁkam

~ teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal

1) Barang tersebut belum dapat dxproduk31 di dalam

negeri; atau
2) Volume - produk31 dalam negen tldak mampu
- memenuhi kebutuhan : '

'LKPP dan/ atau Kementenan/ Lembaga/ Pcmenntah

Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam

, negen dalam katalog elektromk



| 3 PreferenSI Harga |

.. Preferensi harga mempakan msentlf bag1 produk dalam B

R ‘negeri pada pcmlhhan Penyedla berupa keleblhan harga S

i ~ yang dapat diterima. -

Preferensi - harga d1berlakukan & untuk Pengadaan":f_._ L
Barang/Jasa yang = bernilai - paling sed1k1t dlatas;v;..' T

' Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). -

‘c. Preferensi harga diberikan terhadap barang/ Jasa yang:-‘_

. :'l_memlhkl TKDN pallng rendah 25% (dua puluh hma.j;’f’” o

_persen). - EE
-Preferens1 harga untuk barang/Jasa pahng tmgg1 25% : ; R
© (dua puluh lima persen) S

'.-»f;'Preferen31 harga untuk Peketjaan Konstruks1 yang E

. (tujuh. ‘koma limai persen) di atas harga penawaran. e T

 terendah dari badan usaha asing. AR
. Preferensi harga d1perh1tungkan dalam evaluas1 hargai ST

. penawaran - yang' telah memenuhl ) persyaratan,f:fi_.- -

o ’.;'admlmstra& dan tekms

f.v‘ . -Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah -
 Hasil Evaluasi Akhir (HEA) R ,

~h. HEA d1h1tung dcngan rumus HEA (1 KP) X HP dengan .’ RO

KP = TKDN X preferens1 tert1ngg1 L R

KP adalah Koeﬁ51en Preferenm R : :

S HP adalah Harga Penawaran setclah koreksn ar1tmat1k

i ""'Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebxh penawaran dengan SRR

' HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN leblh_”;}».?:; “

“besar ditetapkan sebaga1 pemenang. . L

4. -:Pengadaan Berkelanjutan

- '-v’a Pengadaan - Barang/Jasa dllaksanakan tf ‘dén'g”ah f

g memperhat:kan aspek berkelan_]utan

S ) : "j b ;‘Aspek bcrkelan_)utan sebagmmana dlmakéud pada huruf

- aterdiri atas:

o ke 1) aspek ekonorm mehputl blaya produk31 barang/.}asa'i‘f,!

‘sepanjang usia barang/jasa tersebut; -

*1 2) aspek 'sosial - meliputi pemberdayaan usaha kecﬂ,--’; - o
"~ jaminan ‘kondisi ker_]a yang adil, pemberdayaan SR
- komunitas/usaha - - lokal, kesetaraan, danv PR T

- keberagaman; dan-

: 13) ‘aspek llngkungan . hidup mehputl pengurangan"; g o
R dampak negatif terhadap kesehatan ‘kualitas udara, -

‘kualitas " tanah, kualitas = air, dan menggunakan |

- sumber daya alam sesua1 dengan ketentuan peraturani' SR .

_ perundang-undangan o
= Pengadaan Berkelanjutan dllaksanakan oleh

o ':':":‘:1) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan

" Pengadaan Barang/ Jasa; -

: 2] PPK dalam menyusun Spes’lﬁkaSI teknls/KAK da_n ST

rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa,"

dan




—~

P

y 3) Pokja Pemxhhan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan'

dalam menyusun Dokumen Pemlhhan

' o VIII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

L Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektromk ‘ :
- a. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

'secara elektronik menggunakan sistem informasi yang

terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektromk (SPSE)

-dan sistem pendukung, L
. LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung, dan

Wajib menggunakan SPSE untuk semua pengadaan
langsung, pemlhhan langsung maupun pcnunjukan
langsung dan menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 pada
pilihan . layanan non tender dan ' layanan non
transaksional. S

2 E-marketplace

a

b,

. Pengadaan Barang /Jasa secara clektromk dengan

memanfaatkan E-marketplace;

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyedlakan
infrastruktur - teknis dan layanan dukungan transaksi
bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemermtah Daerah dan'
Penyedia berupa: _

1) Katalog Elektronik;

2) Toko Daring; dan -

3) Pemlhhan Penyedla o . _
LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan
E~marketplace Pengadaan Barang/Jasa.-

Dalam rangka pengembangan dan ‘ pengelolaan .
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat -
bekerja sama dengan UKPBJ dan/ atau Pelaku Usaha.
Dalam rangka pengembangan - E-marketplace, LKPP
menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa o S

3 Ruang lmgkup SPSE

: a

Ruang lingkup SPSE terdln atas
1) Perencanaan Pengadaan;
2) Persiapan Pengadaan; -
3} Pemilihan Penyedia;

~ 4) Pelaksanaan Kontrak; :

5) Serah Terima Pekeljaan,
6) Pengelolaan Penyedla, dan

, 7} Katalog Elektromk

SPSE mem1hk1 1nterkonek31 dengan s1stem informasi
perencanaan, penganggaran, pembayaran, ‘manajemen

- aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE

Sistem pendukung SPSE meliputi: -
1) Porta_.! Pcngadaan ;N_as1on_a}



2) Pengelolaan ' Sumber Daya ~ Manusia Pengadaan)
Barang/Jasa; |

3) Pengelolaan advokas1 dan penyelesalan permasalahan'
hukum; :

4) Pengelolaan peran serta masyarakat

5) Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan

: 6) Momtonng dan Evaluasx

4. Katalog elektromk

- a.

€.

Katalog _elektronik - dapat berupa katalog elektromkb
nasional, katalog elektromk sektoral dan katalog

_elektromk lokal.

Katalog elektronik sebagalmana dxmaksud pada huruf a
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri
hijau, negara asal, harga, Penyedxa, dan mformasr
lainnya terkait barang/ Jasa '

Pemilihan produk yang " dxcanfumkan dalam katalog
elektronik . dilaksanakan oleh Kementenan/ Lembaga/
Pemerintah Daerah atau LKPP.

. Pemilihan produk katalog elektromk dilakukan dengan

metode:

1) ’I‘ender, atau
2) Negosiasi, . _
Ketentuan lebih lanjut mengcnal pengelolaan katalog :
elektronik diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. '

. 'Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah o Daerah .
menyelenggarakan fung31 layanan pengadaan secara
elektronik. :

. Fung31 layanan pengadaan secara elektromk mehputl

1) pengelolaan seluruh sistem  informasi Pengadaan
Barang/Jasa dan mfrastrukturnya, D :
2) pelaksanaan registrasi dan - verifikasi pengguna -
~seluruh sistem 1nforma31 Pengadaan Barang/Jasa v
dan = '

- 3) pengembangan 51stem mformas1 yang dlbutuhkan oleh .

- pemangku kepentmgan , _
LKPP menetapkan standar layanan, kapas1tas, dan
keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

. LKPP melakukan pcmbmaan dan. pengawasan layanan

pengadaan secara elektronik..
Ketentuan lebih lanjut mengenal fungs1 layanan_
pengadaan secara elektromk dlatur dengan Peraturan

Kepala Lembaga.

6. Semua penyedia baik . Tender, Pengadaan _ Langsung,' ’

~ Pemilihan Langsung maupun Penunjukan Langsung
o menggunakan SPSE versi 4.3 pada p111han Non Tender dan
R layanan Non Transaksmnal .



7. Sesuau pasal 61 perpres ‘no. 16 tahun 2018 dxkecua.hkan
- dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah: .

N
- b.

c'

d.

Pengadaan barang/] Jasa pada badan layanan umum;
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan ,
tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; -

‘Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesua1

dengan praktek bisnis yang sudah mapan; dan
Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya. - :

. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa

a.

Sumber Daya Manus1a Pengadaan Barang/Jasa terdm

atas:-

1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa d1 lmgkungan '
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; ‘

2) Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesxa/
Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan/atau

3) personel selain yang dimaksud pada angka 1) dan
angka 2). - : :

Sumber Daya Manus1a ' Pengadaan _ Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan

| ‘angka 3) memiliki kompetensx d1 ‘bidang Pengadaan

Barang/Jasa.
Sumber. Daya Manus1a , Pengadaan S Barang/Jasa

- sebagaimana d:maksud pada huruf a berkedudukan di
- UKPBJ.’ i '

Atas dasar pemmbangan bcsaran bcban pekezjaan atau
rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia

~ Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

s a.

huruf a yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan,

. PjPHP/ PPHP dapat berkedudukan d1 luar UKPBJ :

. ‘Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa : -

Menteri/ kepala lembaga/ Bupati membentuk UKPBJ
memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan
barang/jasa pada Kementenan/ Lembaga/ Pcmcrmtah
Daerah. .

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ UKPBJ
memiliki fungsi: .

1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

'2) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

3) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaanv
Pengadaan Barang/Jasa; - '

4) pelaksanaan pendampmgan, konsulta31, dan/ atau

bimbingan teknis; dan

 5) pelaksanaan tugas lain - yang dlbenkan oleh

. menteri/kepala lembaga /Bupati.

" UKPBJ berbentuk ; struktural dan dltetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



. T

- d.

Fungs1 pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk .
sebagaimana ‘dimaksud pada huruf b angka 2) dapat
dllaksanakan oleh umt kel]a tcrp1sah

© " X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
| 1 'Pengendalian.

a.

Dalam rangka pembmaan d1 ' lapangan Pengguna.
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK
bertanggung - Jawab terhadap kelancaran dan hasil
kegiatan.

. Pejabat Pembuat Komlt.men dan PPTK mengadakan'

bimbingan terhadap kelancaran kegxatan ba1k
administrasi maupun segi teknis. . ’

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan -keglatan

disesuaikan - dengan Jadwal kegiatan yang telah
ditentukan.

Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan keg1atan
maka Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

- PPTK dalam menyampaikan laporan bulanan harus

menguraikan masalah-masalah yang t1rnbu1 hal tersebut
sebagai bahan Rakor POK. ,
Dalam rangka pembinaan dan pengendahan pelaksanaan

'APBD, Bupati Up. Tim Pembina, Pengendali dan

Koordinasi. Kegiatan. ' APBD melaksanakan pembinaan
dan pengendalian  yang d1koord1n1r oleh = Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupate'n
Karanganyar sesuai dengan Tupoksinya. -

Atas dasar laporan bulanan dari Pengguna Anggaran
kepada Bupati cq. Bagian Administrasi Pembangunan
selaku pengendali: dapat menglkutx keglatan secara
menyeluruh. ‘

‘Jika timbul keudaksesuman antara rencana dan

pelaksanaan, Tim Pembina APBD up.. -Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan - selaku pengendali
menginventarisir atas dasar laporan yang masuk untuk
diadakan pemecahannya melalui  koordinasi Tim
Pembina, Pengendali dan Koordinasi Keglatan APBD dan

‘hasilnya dilaporkan kepada Bupat1

Pelaksanaan Rakor POK Terpadu : dxselenggarakan
minimal/ sekurang-kurangnya setlap 3 (tiga) bulan sekali.

,Tlm Pembma dapat ‘melaksanakan keg1atannya melalui -
-pemantauan, monitoring, evaluasi dan tm_]auan lapangan

sesuai jadwal yang ditentukan.
Maksud dan ‘I‘UJuan Rakor POK :

1) Mengendahkan pelaksanaan kegxatan yang ada d1
wilayah Kabupaten Karanganyar. -

2) Inventarisasi permasalahan . pemban'gunan secara -

menyeluruh yang timbul dan pemecahan masalahnya.

"  3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam o

rangka mencapai :
- a) Tepat Waktu
' b) Tepat mutu; -



c) Tepat admlmstram, dan , .
d) Tepat sasaran dan tepat manfaat '

k. Pcnya_uan laporan dalam Rakor POK.

' 1) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran, PeJabat

Pembuat Kormtmen/ PPTK diminta untuk mengadakan

' paparan pclaksanaan kegiatan yang menjadl tanggung
_]awabnya bila dnperlukan

2) Materi paparan antara lain mchputl -
- a) Kemajuan fisik maupun keuangan sarnpal dengan
bulan laporan; .

b) Visualisasi laporan dalam bentuk sarang 1aba-

: ‘laba; v

9 Menyampmkan masalah yang  timbul/ditemui
. dalam pelaksanaan kegiatan, langkah yang telah
“ditempuh dan upaya penyelesaian lebih lanjut; :
d) ' Langkah/upaya penyelesaian menjadx pedoman-
- bagi kegiatan lain yang mempunyal permasalahan
yang sama,; dan/atau .
e} Jika dlpandang perly, terhadap hasil Rakor POK

. tersebut  dapat d1t1ndak1an3ut1 ° peninjauan
. Iapangan _ L o

2 Pelaporan

Coa.s Pengguna Anggaran mcnyusun dan menyaxnpmkan-
laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 pada
‘bulan berikutnya, mengenai perkembangan dan

"kemajuan fisik/keuangan kegiatan/pekerjaan yang -

- dikelolanya kepada Bupati melalui Bagian Administrasi

Pembangunan Sckrctanat Daerah dengan tembusan.

kepada :

1) Inspektorat : I
2) Badan Perencanaan dan thbang, dan.
-~ 3) Badan Keuangan Daerah .

b. Bagian - Administrasi Pembangunan SCSuaj dengan -

fungsinya mengolah laporan tersebut sebagai bahan -
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ' kcgiatan/ .
~ pekerjaan. L ‘ .
c. Bagian Admlmstrasz Pembangunan Setda menyxapkan .
laporan bulanan dari Bupati kepada Gubernur selambat- -
~lambatnya tanggal 10 pada bulan bcnkutnya apab1la7 :
“’dlperlukan s - -

XI PENYERAHAN HASIL KEGIATAN / PEKERJAAN

1. Pada tanggal penyerahan hasil pckcr]aan sesuai dengan‘ :
perjanjian/kontrak pekerjaan dengan ketentuan selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember (tutup tahun anggaran), .

. semua  kegiatan harus- sudah selesai 100% (seratus,_
perseratus) baik fisik maupun keuangannya

2. Penyerahan pelaksanaan keglatan diatur sebaga1 benkut
- a. PPK menyerahkan hasﬂ peker_]aan kepada PA.




iy

b PA menycrahkan aset ‘hasil kegxatan kcpada Bupatl

dengan Berita Acara Pcnyerahan dengan tcmbusan :

- 1) Inspektur; dan

2) Kepala Badan Kcuangan Daerah

. Atas dasar Berita Acara Pcnyerahan dan Pcngguna

Anggaran kepada Bupati, Kepala Badan Keuangan
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membuat
Berita Acara penyerahan aset tersebut dari  Bupati
kepada Perangkat Daerah pengguna untuk dlmanfaatkan' '
dan dlpehhara dengan baik. - St . :

8 Penyerahan aset hasxl keglatan tersebut dlatur sebaga1

- berikut : o
a. Penyerahan aset hasﬂ kcglatan tersebut dapat :

diserahkan secara kumulatlf jems ‘ keg1atan pada
Pcrangkat Daerah. : : .

. Dalam penyerahan aset hasxl kegzatan agar berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dacrah

. Segala | blaya yang: timbul  akibat - penyelesalan'

administrasi penyerahan aset hasil kegiatan dibebankan

o pada anggaran keglatan yang bersangkutan

o xn. PEMANFAATAN SISA ANGGARAN KONTRAKTUAL
1 S1sa Anggaran Kontraktual adalah nilai selxmh antara alokam } B

| anggaran keluaran (output) yang tercantum dalam DPA dengan

o n11a1 kontrak pengadaan barang/ Jasa untuk menghasﬂkan

]keluaran (output) scsual dengan volume keluaran (output) yang
dltetapkan dalam DPA, ’ ' i

a.‘

B 2. Sisa Anggaran Kontraktual dapat dnnanfaatkan dengan syarat

“ ' Seluruh target volumc keluaran (output) yang tercantum '
dalam DPA telah terpenuhl, R - |
‘Penambahan keluaran (output) untuk mendukung dari target
(keluaran) yang telah d1tetapkan -

' Pemanfaatan anggaran atau penambahan n11a1 kontrak tldak

- ,.meleblhl 10% (sepuluh perscn) dari nilai kontrak apabﬁa :

PR  tersedia cukup anggaran di dalam DPA ,
3. " Pcmanfaatan Sisa Anggaran Kontrakmal dllaksanakan di dalam

. tahun anggaran berjalan ‘ _ : , .
4 'Pemanfaatan - sisa anggaran kontraktual dﬂakukan dengan

mekamsme sebagau benkut




as PeJabat Pembuat Kormtmen (PPK) mengajukan permohonan' s
 tertulis kcpada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna'
Anggaran tentang rencana. pemanfaatan S1sa Anggaran

" Kontraktual. - ’
. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggara.n melaporkan
, kepada Bupatl Karanganyar ‘melalui Sekretaris Daerah

selaku- Tim Pembma Pengendah ‘dan Koordmam APBD
dengan tembusan Badan Keuangan Daerah (BKD) mengenal‘ :

| rencana pemanfaatan Slsa Anggaran Kontraktual

Surat permohonan tertuhs sebagaunana dlmaksud huruf a.
dilampiri dengan ) : ~ :

a.
A Justlﬁka31 teknis atas rencana penambahan volume

Rekomcndasx Tim 'I‘ekms yang ben31 penjelasan atau

B keluaran - (output) dari pemanfaatan ‘Sisa  Anggaran

. Kontraktual - berikut target waktu - penyelesauan dan .
~ pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual o :

‘Surat Pernyataan . dari Penyedxa Jasa yang berisi
' kcsanggupan penyclesaxan pckcxjaan atas pemanfaatan Sisa

Anggaran | Kontraktual : o
Revisi desain dan rencana anggaran b1aya (RAB) atas ‘

- penambahan volume keluaran (output)

Apab11a pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dlSetUJm,

" maka harus segera d1lakukan perubahan (Adendum) Surat

Per]anjlan (Kontrak). -

Pembayaran - prestasi pekexjaan atas pemanfaatan S1sa

Anggaran Kontraktual dxlaksanakan sesua1 mekamsme yang'
,_berlaku S

xtm PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN |

1.

'Pembayaran presta31 peker_laan dllakukan oleh PeJabat

Pembuat = Komitmen  (PPK) ‘berdasarkan  hasil
pemerlksaan/ perhltungan bersama yang dllakukan antara
Penyedia dan PPK. = - . : -

Apabila hasil pemcnksaan prestasx pekexjaan terdapat
ketidaksesuaian. kuantitas (volume) maupun batas toleransi
teknis kualitas (spesifikasi) dengan kontrak awal, PPK
merekomendasxkan untuk menambah kekurangan volume
pekerjaan atau mempcrbalkl kekurangan tersebut dalam
satu kurun waktu kontrak. :

Apabila kurun waktu kontrak tclah  berakhir, maka |

pembayaran prestasi- pekerjaan langsung diperhitungkan

dengan kekurangan volume maupun batas toleransi teknis

kualitas dan dltuangkan dalam Bcnta Acara Pembayaran



~Hasil pemeriksaan/ perhitungan akhir prestasi pekerjaan

.- dituangkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Adendum
- Akhir/Penutup (Final Contracf). Perhitungan dilaksanakan
“untuk setiap item pekerjaan yang selanjutnya digunakan
- sebagai dasar untuk menetapkan kemajuan hasil pekerjaan
‘akhir serta dasar pcnaglhan pembayaran akhir kepada :
' Penyed1a .

. BUPATI KARANGANYAR, .
T, |

~ JULIYATMONO




